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EVALUSI KINERJA REUANGAN DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN

Oleh
ROsrmNA sATURu

I'rodi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Bososwa Malrassar

ABSTRAK

Rosmina  Sattlng  2017.  Evaluas].  Kinetia  Keuangan  Daerah  Kabupaten  Burn
Selatan   @r.   Firman   Manne,SE.,M.Si.,Ak,CA   Selaku   Pembimbing   I   dan
Dr.Hj.HerminawatiA,SE.]AMselakupembinbingH).
Sesuai  dengan  Undang-Undang  No  17  tahun  2003  tentan  Keuangan  Negara,
dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah, pejabat pengelola keunngan daerah
mempunyai    tugas    untuk    menyusun    laporan   keuangan   yang   merupckan
pertanggungjawabanpelaksanaanAPBD,

Penelitian  ini  bertujunn  untuk  mengetahui  Kineba  Keuangan  Daerah
Kabupaten  Buru  Selatan  diukur  dari  Tingkat  Kemandirian  Daerah,  Tingkat
Efektivitas  Daerah,  Tingkat  Efesinsi,  dan  Tinckat  Pertumbuhan.   Data  yang
digunalran berbentuk penelitian laporan  Statistik Keuangan Pemerintah Daerali
yaitr data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2011-2015, dinana
didalamnya terdapat  data Pendapatan Asli Daerah GAD),  Total Belanja.  Dana
Perimbangan,   Dan   Sisa   Lebih   Anggaran,   (SH,PA),   Metode   analisis   yang
digunakan adalal analisis deskriptif kuantitatif

Hasil penelitian Kineria Keuangan Daerah menunjukan Bahwa rata-rata
Rasio Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah berada pada tingkat sangant baik,
rata-rata  Rasio  Tingkat  Efektivitas  dan  Efesinsi  berada  pada  Tingkat  Sangat
Tinggi dan Rasio Pertumbuhan cukup.

Kata Kunci :      Evalunsi  Kinelja  Keuangan  Daerah,   Kemampuan  Keuangan,
Anggaran Pendapatan dan B elanj a Daerah (APBD).

1V



EVALUATION PEREORMANCE FINANCE AREA
DISTRICT BURU SOUH

By:
Ro shnlA SATURu

Progmm Study Accounmg Faculty Of Economics
Bosowa University Maha ssa r

ABSTRACT

Rosmina SatunL 2017.Evaluation Performance Finance Area Distict Buru South
(Guided  by  M.  Fiman  Menne,  as  a  Mentor  I  and  M.  Hj.  Heminawati
a.,SE.M as Mentor H).

h  accordance  With  Law No.17  of 2003  on  State  Finance,  within the
Framework of regional finanofal management, Regional Financial Management
Officer has a duty to prepare financial statements  whiob i§ the implementation of
the budget accontability.  This  study aims to detemine the   Regional Financial
Performance  is  measured  Finanof al  Capability.  Governments  of independence
Regional   level,   Regional   Dependency,   Level   Fiscal   Decentralization   and
Effiof ency  levels.  The  data  used  in    the    form  of research  reports  that  local
Government  Financial  Statistics  Data  Regional  Budget  period  2011-2015,    in
which there are   data   I.ocal Revenue, Total   Expenditure, Balance Funds, and
Budget Surplus.  The method of analysis used is time   series data.the results of
Regional Financial research show that average ratio level independence finance
area lacated on level very good, average ratio effectiveness and efficiency located
on level very high and ratio growth enouch

Keywords  :    Evacuation Rerional Financial Performance, Financial  Capabilrty
Map, Revenue and Expenditure @udget)
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BABI

PENDAHULUAN

1.1    LatarBelakang

Persoalan  keuangan   daerah  merupakan  salah  satu  unsur  utama  dalam

penyelenggaraan otonomi daerah, meskipun diakui bahwa berbagai variabel lain

juga  mempengaruhi  kemampuan  keuangan  daerah,  seperti  misalnya  variabel

sumber daya manusia, organisasi, manajemen, sarana dan prasarana serta variabel

penunjang   lainnya.   Pentingnya  variabel   keuangan   daerah  berkaitan   dengan

kenyataan  bahwa  mobhisasi  terhadap  sumber-sumber  daya  keuangan  daerah

dipandang    sebagai    bagian    yang    paling    krusial    dalam    penyelenggaraan

pemerintahan daerah.

Pemberian  otonomi  luas  kepada  daerah  diarahkan  untuk  mempercepat

terwujudnya     kesejahteraan     masyarakat     melalui     peningkatan    pelayanan,

pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melahi otonomi luas,

daerah  diharapkan  malnpu  meningkatakan  daya  salng  dengan  memperhatikan

prinsip  demokrasi,  pemerataan,  keadilan,  keistinewaan  dan  kekhususan  serta

poteusi dan keanekaragaman daerah. Dalam rangka meningkatkan efisieusi  dan

efektivitas  penyelenggaraan  otonomi  daerali  mcka  otonomi  ini  dititikberatkan

pada daerah kabupaten atau kota karerm daerah kabupaten atau kota berhubungan

langsung dengan masyarakat.

Dalam  menjalanhan  otonomi  daerah,  pemerintah  daerah  dituntut  untuk

menjalankan roda pemerintahan  secara efektif dan  efisien,  mampu mendorong

peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatlcan pemerataan dan



keadilan  dengan  mengembangkan  selumh  potensi  yang  diniliki  oleh  masing-

masing daerah.

Keberhasilan  otonomi  daerali  tidak  lepas  dari  kemampuan  dalam hidang

keuangan  yang  merupalran  salch   satu  indikator  penting  dalam  men8hadapi

otonomi  daerali.  Daerah  otonomi  diharapkan  mampu  atau  mandiri  di  dalam

membiayal   kegiatan   pemerintah   daerahnya   dengan   tingkat   ketergantungan

keuangan kepada pemerintah pusat mempunyal proporsi yang lebih kecil.

Kemampunn pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerch (APBD) yang menggambarkan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan tugas pembangunan.

Anggaran  daerah  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  (APBD)

merupakan instrument kebijakan yang utama batl pemerintah daerah. Anggaran

sebagai instnmen kebijckan dan menduduhi posisi sentral hanrs memunt kinerja,

baik  untuk  penilalan  secara  intemal  maupun  keterkaitan  dalani  mendorong

pert`mbuhan    ekonomi    yang    selanjutnya   mengurangi    pengangguran    dan

menurunkan   tingkat    kemiskinan.    Kineria   yang   terkalt    dengan    anggaran

merupakan kineq.a keuangan bempa perbandingan antara komponen-komponen

yang terdapat pada anggaran.

APBD    dapat    digunakan   sebagal    alat   untuk   menentukan   besamya

pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan pencapaian

pembangunan,   otoritas  pengeluaran  dinasa-masa  yang  akan  datang,   sumber

pengembangan   ukuran-ukuran   standar   untuk   evaluasi   kineq.a,   alat   untuk



memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivhas dari berbagai

unit kerja.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan oleh pemerintch daerah adalal

untuk  menyajikan  informasi  yang  berguna  untuk  pengambilan  keputusan  dan

untuk menunjukkan akuntabilitas ®ertanggungjawaban) pemerintah daerah alas

sumber yang dipercayakan. Pemerintah daerah sebagai pihck yang diserahi tugas

untuk menj alankan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat,

wajib  menyampaikan  laporan  pertanggunedawaban  keuangan  daerahnya  untuk

dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menj alankan fugasnya dengan baik atan

tidak.  Salah satu alat untuk menganalisis kineria keuangan pemerintahan daerah

dalam mengelola  keuangan  daerahaya adalah  dengan melakukan analisis  rasio

keuangan terhadap APBD yang telah dildsanakan.

Pengelolaan kinerja keuangan kabupaten Buru Selatan meraih opini Wajar

Dengan Pengecualan (WDP). Penilalan WDP pada pengelolaan kinerj a keuangan

daerah menunjulckan bahwa aparatur pemeriutah masih Lemah dalam mengelola

keuangamya.  Terlalu  banyck  kejanggalan  anus  anggaran  baik  dalam  bentuk

penerimann  maupun  pengelunran  menjadi   salah  satu  indikator  yang  dinilai

menjadi penyebab buruknya sistem keuangan tersebut. Ada enam indikator yang

paling lemah yakni;  sistem  administrasi yang  serampangan,  banyak kebocoran

anggaran  dalam  pendapatap  lemahnya  sistem  pertanggungjawaban  anggaran,

peran Inspektorat  lemali,  SDM  Dinas Pengelolaan Keuangan Daerch @PKD)

kurang  den  lemah,  dan tidalc  adanya good 14/i//  dari  setiap  stakeholder  dalam

mengelola anggaran tersebut sesuni dengan skenario anggaran yang semestinya.



4

Analisis rasio  keuangan APBD  dilakukan dengan membandingkan hasil

yang dicapal dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga

dapat  diketahui  bagaimana  kecenderungan  yang  tetiadi.   Dengan  analisa  ini

pemerintah   dapat   menilai   kemandirian   keuangan   daerah   dalam   membiayai

penyelenggaraan   otonomi   daerah,   mengukur   efektifitas   dan   efisieusi   dalam

merealisasikan pendapatan daerah,  mengukur sejauh nana aktivitas pemerintah

dalam  membelanjakan  pendapatan   daerahnya,   mengukur  kontribusi  masing-

masing  sumber pendapatan  dalam pembentukan pendapatan  daerah,  dan  dapat

melihat pertunbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengelunran

yang dilakukan selama periode waktu tertent`i

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba mengangkatjudul

`Evaluasi Kineu.a Keuangan Daerah Kabupaten Buni Selatan".

1.2    RumusanMasalah

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  dikemukakan  diatas,  maka  yang

menjadi  pokok  permasalahan  pada  penelitian  ini  adalah  `Bagaimana  Kineria

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buni Selatan Tahun 2011 hingga tahun

2015„.

1.3     Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang inrin dicapai sehubungan dengan penelitian ini adalal

untuk menganalisis  laporan keunngan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan

mengetahui  kineq.a  dalam mengelola keuangan  daerahnya yang dinilai  dengan

menggunakan rasio keunngan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

danLaporanRealisasiAnggaranpadatahunanggaran2011-2015.



1.4    Manfaat penelitian

1.   Sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik penulis, dan

memahami lebih dalan penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan

aplikasinya.

2.   Sebagai masukan bach instausi pemerintahan daerah dalan hal pengukuran

kineria  dalam  pengelolaan  keuangan  pemerintahan  daerah  khususnya

dengan pendekatan rasio keuangan.

3.   Sebagai referen;i bagi penulis atau pihak lain yang tertarik dengan kajian

mengenai   pengukuran   kineg.a   pengelolaan   keuangan   daerah   dengan

menggunakan rasio keuangan.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1    Kerangka Teori

2.1.1  Laporan Keuangan Daerah

Sesuai  dengan  siklus  akuntansi,  setelah  menyusun  neraca  §aldo  setelah

penyesualan,  disusunlali laporan-laporan keuangan dengan mengambil data dari

neraca saldo setelah penyesualan. Berdasarkan Pasal 232 dari Permendagri No 13

Tahun 2006, Laporan keuangan pemda terdiri atas Qlalin 2007:73):

1.   Laporan realisasi anggaran

2.   Neraca

3.   Laporan arus kas

4.   Catatan atas Laporan Keuangan

Namun demikian, dari sudut pandang akuntansi,dapat pula disusun laporan

tambahan, yaitu laporan kineba keuangan perubahan ekuitas dana (untuk entitas

pemda  secara keseluruhan)  atau  laporan perubahan  penibahan rekening  Koran

pemda (untuk satuan keria).

Sebagaimana halnya laporan laba rugi menunjukkan hasil dsaha perusahan

dalam  rentan  waktu  tertent`[  Laporan  Perhitungan  APBD juga  menunjukkan

kineba  pemda  sebagai  penyusun  dan  pelaksanaan  APBD.  Dengan  demikian,

Laporan Perhitungan APBD menyajikan pendapatan pemda selama satu periode

danbelanjauntukmemperolehpendapatantersebutpadaperiodeyangsama.

Nota Perhitungan APBD berisi ringkasan realisasi pendapatan, belanja dan

pembiayaari, ser[a kineda keuangan daerah selama periode akuntausi pada tahun



yang sedang berlangsung. Kineba keuangan antara lain mencakup kineg.a dalam

rangka  pelaksanaan  fungsi,  progranL  dan  kegiatan  selama  periode  akuntansi,

kineba  pelayanan  yang  dicapai,   dan  bagian  belanja  yang  digunakan  untuk

kegiatan admiristrasi umuln, operasi dan pemeliharaan serta investasi.

Laporan perubalan ekuitas dana pemda menyajikan informasi mengenai

perubahan surplus/defisit anggaran akibat berbagai transaksi yang teq.adi dalam

suatu  periode.   Laporan  penibahan   elnritas   dana  merupakan  pelengkap   dari

Laporan Perhitungan APBD.

Laporan   arus   kas   menyajikan   informasi   tentang   kemampunn   dalaln

memperoleh kas dan mehilai pengguliaan kas untuk kebutuhan daerah dalam satu

periode  akuntansi.  Penerimaan  dan pengeluaran  kas  diklasifikasikan    menuut

kegiatan operasi, investasi, dan pembiayaan.

Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi keuangan daerah

pada saat tertentu, biasanya pada akhir talon anggaran. Laporan ini dibuat untuk

menyaj.ikan informasi keuangan yang dapat dipercaya mengenai aktiva, utang.

2.1.2   Kinerja

2.1.2.1 Pengertian REnerja

Menurut    MahsurL     Sulistyowati    dan    Purwanu    (2007:157)     kine¢a

Q7e{/a/77icz«ce) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan/program/kebijakan  dalam  mewujudkan  sasaran,  tujuan,  mist  dan  visi

organisasi yang tertuang dalam S/rzzfegi.c p/a##/.#g suatu organisasi.

Menurut    Bastian    (2006:274)    kineria    adalah    gambaran    pencapalan

pelaksanaan suatu kectatan/ program/ keb;jaksanaan dalam mewujudkan sasaralL



tujuan, nisi, dan visi organisasi.  Secara umum, kineria merupaltan prestasi yang

dicapai oleh organf sasi dalam periode tertentu.

Kineria menurut Anwar Prabu Man8kunegara (2009 : 67) kineria (prestasi

keria) adalah hasil keria secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang

pegawal  dalan  melaksanakan  tugasnya  sesuai  dengan  tanggung jawab  yang

diberikankepadanya.

Menunit  Veizal  Rivai  (  2009:549)  mengemukakan  kineda  merupakan

perilaku yang nyata yang ditanpilkan setiap  orang sebagai prestasi keg.a yang

dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan peramya dalam perusahaan.

Menurut    Sedarmayanti    (2011:260)    mengungkapkan    bahwa    kineda

merupakan teljemahan dari performance yang berarti Hasil keria seorang pekerja,

sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil

keda tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur

(dibandingkandenganstandaryangtelahditentukah).

Dari  definisi  diatas,  dapat  ditarik  kesinpulan  bchwa  kineria  merupakan

suatu kondisi  yang  harus  diketahui  dan dikonfimasikan kepada pihak tertentu

untuk mengetahul tin9lcat pencapalan  hasil  suatu  instansi  dihubungkan  dengan

visi  yang  diemban  suatu  organisasi  atan perusahaan serta mengetahul  dampak

positifdannegatifsuatukebijakan.

2.1.2.2 Pengertian Pengukuran Kinerja

Menurut Robertson  (dalam  Mahsun,  dkk  2007:157),  pengukuran  kineq.a

¢e7/orma#ce  7%ecrs2fremenf)  adalah  suatu  proses  penilalan  kemajuan  pekeljaan

terhadap  tujuan   dan   sasaran  yang  telah  ditentukan  sebelumnya,  termaksud



informasj  atas:  efisiensi,  penggunaan  sumber  daya  dalam  menghasilkan  barang

dan jasa,  kualitas  barang  dan jasa  (seberapa  balk  barang  dan jasa  diserahkan

kepada pelanggan dan sampal seberapa jauh pelanggan terpuaskan), hasil kegiatan

dibandingkan  dengan  maksud  yang  diinginkan,  dan  efektivitas  tindakan  dalam

mencapai tujunn.

Menurut  Mahsun,    (2007:157),  pengukuran  kinerja  adalah  suatu  aktivitas

penilaian  pencapaian  target-target  tertentu  yang  diderivasi  dari  tujuan  strategi

organisasi.

Pendapat   lain   menurut   James   8.   Whittaker   (dalam   Bastian   2006:330)

pengukuran  kineba  adalah  suatu  alat  manajemen  untuk  meningkatkan  kualitas

pengambilan keputusan dan akuntabilitas.                                                                         ` "

Menunit  Larry  D  Stout  dalam Per/ormcz#ce A4ecrs2treme#/  G"!de  (Bastian`

2006:329)   pengukuran   kmerja   merupakan   proses   mencatat   dan   menalcur

pencapaian    pelaksanaan    kegiatan    dalam    arah    pencapaian    misi    (w7.,9sfo77

czcco777p/i.s'¢me77/)   melalui   hasil-hasil   yang   ditampilkan   berupa   produk,   jasa,

ataupun suatu proses.

Menurut  Mardiasmo  (2002:121)  sistem  pengukuran  kineba  sektor  publik

adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai suatu

strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial".

Dari   berbagal   pengertian   diatas   dapat   disimpulkan   bahwa   pengukuran

kineria   merupakan   evalunsi   atau   penilaian   terhadap   pencapaian   pelaksanaan

kegiatan  suatu  organisasi  berdasarkan tujunn,  sasaran,  standar  dan  kntena yang

telah ditetapkan sebelumnya.  Informasi mengenal hasil pengukuran ini juga akan
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menjadi referensi dalani penentuan standar kineba untuk nasa yang akan datang.

Berapa besaran target yang menjadi  acuan pencapalan pada periode berikutnya

j uga bertunpu pada basil pengukuran kinelja yang dilakukan.

2.1.2.3 Tujuan Penilaian Kinerja

Prestasi  pelcksanaan program  dapat  dickur  untuk mendorong pencapalan

prestasi   tersebut.   Pengukuran  prestasi   yang   dilakukan   secara   berkelanjutan

memberikan  umpan  balik  untuk  upaya  perbaikan  secara  terus  menenrs  dan

pencapalan tuj uan dinasa mendatang.

Peranan   pengukuran   prestasi   sebagai   alat  manajemen   untuk   @astian

2006:330),

1.   Memastikan pemahaman para pe]aksana dan ukuran yang digunakan untuk

pencapalan prestasi.

I  2.   Memastikan tercapainya skema prestasi yang disepakati.

3.   Memonitor dan mengevaluasi kineri.a dengan pembanding skema keba dan

pelaksanaan.

4.   Memberikan  pen9hargaan  dan  hukuman  yang   objektif  atas   prestasi

pelaksanaanyang telch  diLrfur  sesuai  dengan  sistem  pengukuran prestasi

yang telah di§epakati.

5.   Menjadikan alat komunikasi  antar bawahan  dan pinpinan  dalam  upaya

memperbaiki prestasi orgahisasi.

'  6.   Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah teapenuhi.

7.   Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintahan.

8.   Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif.
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9.    Menunjukkan peningkatan yang perlu dilakukan.

10. Mengungkapkan permasalahan yang terjadi

2.I.2.4. Aspek Pengukuran Kinerja

Pengukuran   kineria   biasanya   dilakukan   untuk   aspek-aspek   berikut   iri

(Bastian2006:331):

1.    Aspek Finansial.

Aspek  finansial  mehputi  anggaran  atau  cash  flow.  Aspek  finansial  ini

sangat    penting    diperhatikan    dalam    pengukuran    kineba    sehingga

Dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia.

2.    Kepuasan pe[anggan.

Dalam  globallsasl  perdagangan,peran dan posisi  pelanggan  sangat  kru;idi     ,`,,:+€.:

dalam   penentuan   strategi   perusahaan.    Untck   itu,   manajemen   perlu,`,,`

memperoleh informasi yang relevan tentang tingkat kepuasan pelanggan.

3.    Operasi dan pasar Intemal.

Informasi    operasi    dan   mekanisme    pasar    internal    diperlukan    untuk

memastikan    bahwa    seluruh    kegiatan    organisasi    dirancang    untuk

pencapaian   tujuan   dan   sasaran   organisasi.   Disamping   itu,   informasi

operasi  dan  pasar  internal  menentukan  tingkat  efisiensi  dan  efektivitas

operasi organisasi.

4.    Kepuasan pegawai.

Dalam orgamsasi yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai

amat menentukan kelangsungan organisasi.

5.    Kepuasan Komunitas dan s/c!k¢o/cJers.

',,,,+I.
•:   :t`!i+
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Pengukuran kineria perlu dirancang untuk mengakomodasi kepuasan para

stakeholders.

6.   Wrfu

hfomasi  untuk pengukuran  harus  infomasi  terbaru,  sehingga manfaat

hasil pengukuran kineba dapat dinaksimalkan.

Mekanisme      pengukuran      kineda      dapat      dilaksanakan      dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.   Membuat komitmen dan menjalankan pengukuran kineba.

Hal yang perlu dilakukan oleh instansi adalali sesegera mungkin membunt

komitmen   pengukuran   kinerja,    dan   menjalankannya   dengan   tidak

mengharapkan  pengukuran  kineija  altar  langsung  sempuma,  untuk  itu

perlu dilakukan evaluasi terhadap pengukuran kineria tersebut.

b.   Perlakuan pengukuran kineria sebagai suatu proses yang berkelanjutan.

Pengukuran  kineria  merupakan  suatu  proses  yang  bersifat  interaktif.

Proses ini merupakan suatu cerminan upaya organisasi untuk memperbaiki

kineda.

c.   Menyesuaikan proses pengukuran kineija dengan organisasi

Organisasi harus menetapkan ukuran kineba yang sesuai dengan bentuk

dan  besamya   organisasi,   budaya,   visi,   tujuan,   sasaralL   dan   strulrfur

organisasi.
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2.1.3. Rasio Keuangan

Analjsis   keuangan adalal

berdasarkan  laporan  yang  te

bersifat komersil), analisis

1.   Rasio likuiditas, yaitu

usaha   mengidentifikasi   ciri-cid   keuangan

sedia.   Bari   perusahaan  swasta  (lembaga  yang

keuangan umumnya terdiri dari dari

raplo yang

untukmementhikewaj

2.   Rasio   leverage,  yaitu

disedickan  oleh  pend

kreditur.

3.   Rasio anvitas, yaitu

tidaknya  perusalaan

menggambarkan kemampuan perusahaan

rmya dengan segera.

sio  yang  mengukur  perbandingan  dana  yang

dengan  dana  yang  dipinjam  perusahaan  dari

yang digunakan untuk mengukur efektif atau

lam  menggunakan  dan  mengendalikan  sumber

yang dimiliki peruschadn.

4.   Rasio  profitabilitas,

dalam menchasiHran lapa.

Rasio-rasio    tersebut

berkependngan dengan perus

rasio yang mengulnir kemampuan perusahaan

perlu    disusun    untuk    melayani    pihak    yang

aan, yaitu:

:;::aj::E±=mk:faEm::n;:[m:=::i:e:a:::a:;:and;vly::en:gain:u:::

memperoleh laba.

3.   Pengelola,  yaitu  sebag

dalan mengambil kepu

informasi yang  dapat dipakal  sebagai landasan
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Pengunaan  analisis  rasio  pada  sektor  publik  khususnya  terhadap  APBD

belum  banyalc  dilakukan,  sehingga  secara teori  belum  ada kesepakatan  secara

bulat  mengenai  mama  dan  kaldali  pengckurannya.  Meskipun  demikian,dalam

rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif,

efisien,   dan   akuntabel.   Analisis   rasio   terhadap   APBD   perfu   dilaksanakan

meskipun   kaidah   pengakuntansian   dalam   APBD   berbeda   dengan   laporan

keuangan  yang dimiliki perusahaan swasta.

Analisis  rasio  keuangan  pada APBD  dilakukan  dengan  membandingkan

basil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat

diketahui bagalmana kecenderungan yang terjadi.  Selain itu,dapat pula dilalcuan

dengan cara membandin9kan dengan rasio keuangan yang dimiliki pemda tertentu

dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif

sama untuk melihat bagaimana posisi rasio  keuangan pemda tersebut terhadap

pemda lainnya.

Beberapa rasio yang dapat dikemban8lcan berdasarkan data keuangan yang

bersumber  dari  APBD  antara  lain  rasio  kemandirian  (otonomi  fiskal),  rasio

efiidivitasdanefisieusi,sertaded/S€rvjcecovengerflf!.o.qulim2007:231)

2.1.3.1  Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunj ukkan kemampuan

pemerintah daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  retribusi   sebagal

sumber  pendapatan  yang   diperlukan  daerah.   Kemandirian  keuangan  daerah

ditunjukkan  oleh  besar  kecilnya  pendapatan  asli  daerah  dibandingkan  dengan
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pendapatan   daerah   yang   berasal   dar]   sumber   yang   lain,   misalnya   bantuan

pemerintah pusat ataupun dari pinjaman (Halim 2007: 232).

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian =

Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap surnber

data  ekstem.  Semakin  tinggi  rasio  kemandirian  mengandung  arti  bahwa  tingkat

ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstem (terutama pemerintah pusat

dan propinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio Kemandirian

j.uga menggambarkan tingkat partisipasi  masyarakat dalam  membayar pajak dan

retribusi   daerah   yang   merupakan   komponen   utama   pendapatan   asli   daerah.

Semakin    tinggi    masyarakat    membayar    pajak    dan    retribusi    daerah    akan

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.           `

Rasio  Pendapatan  Asli  Daerah  (Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No  65  Tahin`     ,,

2007)  :

Pendapatan Asli Daerah terhadap Total pendapatan

Pendapatan Pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan   Asli Daerah

Pendapatan    Hasil     Pengelolaan     Kekayaan     Daerah     yang dipisahkan

terhadap Pendapatan Asli Daerah

Lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Rasio Pendapatan Transfer:

•      Rasio pendapatan transfer terhadap Total pendapatan

•      Rasio Dana Bagi Hasil sumber Daya Alam terhadap Total pendapatan

\1

.'`.

`,
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•      Rasio Dana Alckasi umum terhadap total pendapatan

•      Rasio DanaAlokasi umum terhadap belanjapegawai

•      Rasio Lain-lain pendapatan terhadap total pendapatan

•      Rasio Belanja Transferreag! basil pendapatan ke Kabupaten/ Kota

terhadap Total Pendapatan

PendapatanAsliDaerah

Rasio Kemandirian Daerali
@ana Perinbangan + Pinjaman Daerah)

Tabel2.1Tin8katKemandiriandanKemanpuanKeuanganDaerch

Kemam|)uan Keuangan Kemandirian(0/o)

Rendah Sekali 0% - 25%

Rendah 250/o-50%

Sedang 50% - 75%

Tinggi 75% - 100%

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

2.1.3.2  Rasio Efektifltas Dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah

a.  Rasio Efektifitas

Menggambarkan  kemanpuan  pemerintah   daerah  dalam   merealisasikan

pendapatan  asli  daerah  yang  direncanckan  dibandin9kan  dengan  target  yang

ditetapkan berdasarkan potensi rill daerali Qfalin 2007 :234).

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas =

Target    Penerimaan    PAD     Yang    Ditetapkan
Berdasarkan Poteusi Rill Daerah
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Kemampuan daeral dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabjla

rasioyangdicapaimininalsebesar1(satu)atau100%.Nanundemikiansem.akin

tingct rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Guna   memperoleh   ukuran   yang   lebih   balk,rasio   efektifitas   tersebut   perlu

dipersandingkan dengan rasio efisieusi yang dicapai pemerintah.

Tabel 2.2 Kriteria Efektivitas Keuangan Daerah

RIiteria Efektivitas Persentase Efektifitas (%)

SangatEfektif >100

Efektif >90 -100

CukupEfektif >80 - 90

KurangEfektif >60 - 80

TidakEfektif .,

Sumber :Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1996

b. Rasio Efisiensi

Menggambarkan  perbandingan  antara  besamya  biaya  yang  dikeluarican

untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kineija

pemerintahan  daerah  dalam  melakukan  pemungutan  pendapatan  dikategorikan

efisien  apabila  rasio  yang  dicapal  kurang  dari   1   (satu)  atau  dibawah  100%.

Semahin kecil rasio efisieusi berarti kineba pemerintahan semakin baik.  Untuk

itu pemerintah daerah perlu menghitung secara cermat berapa besar biaya yang

dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterinanya sehingga

dapat diketahul apakah kegjatan pemungutan pendapatannya tersebut efisien atau

tidak.   Hal  itu  perlu  dilakukan  karena  meskipun  pemerintah  daerah  berhasiL
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merealisasikan   target   penerimaan   pendapatan   sesuai    dengan   target   yang

ditetapkan, nanun keberhasilan itu kurang memilihi  arti apabi]a temyata hiaya

yang dikeluarkan untuk merealj sasikan target penerimaan pendapatarmya itu lebih

besar daripada realisasi pendapatan yang diterimanya Qlalim 2007:234).

BiayaYangDikeluarkanUntukMemungutPAD
Rasio Efisiensi =

Realisasi Penerimaan PAD

Tabel 2.3 Kriteria Efisieusi Kinerja Keunngan

Kriteria Hfisiensi Persentase Efisiensi

100% keatas Tidak Efisien

90%-100% KurangEfisien

800/o-90% CukupEfisien

60%-80% Efisien

Kurang dari 60% SangatEfisien

Sumber : Kepmendagri No.690.900.327 taliun 1996

2.I.3.3  Rasio Aktifitas alasio Keserasian)

Rasio       ini       menggambarkan      bagainana      pemerintahan       daeral

memprioritaskan alokasi  dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan

secara optinal.  Semahin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja

rutin berarti presentase belanja investasi a]elanja pembangunan) yang digunahan

untuk  menyedickan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung  semakin
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kecil. Secara sederhana, rasio keserasian itu dapat difomulasikan sebagai berikut

uralim2007:236):

TotalBelanjaRutin
Rasio Belanj a Rutin Terhadap APBD

Rasio Belanj a Pembangunan terhadap APBD

Total APBD

TotalBelanja
Pembangunan

Total APBD

Belum ada patokan yang pasti berapa besamya rasio belanja rutin maupun

pembangunan  terhadap  APBD   yang  ideal,   karena  sangat   dipengaruhi  oleh

dinamisasi   kectatan   pembangunan   dan  besamya   kebutuhan   investasi   yang

diperlukan  untuk  mencapal  pertumbuhan  yang  ditargetkan.  Namun  demikian,

sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu

pelaksanaan  pembangunan  masih  relatif besar.  0leh  karena  itu,  rasio  belanja

pembangunan   yang   relative   masih   kecil   perlu   ditin8katkan   sesuai   dengan

kebutuhan pembangunan didaerah.

Nana akun belanja rutin adalah sama dengan belanja  operasi  sedanghan

belanja  pembangunan  sendiri  adalah  belanja  modal.  Dan  mama  akun  belanja

operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.

2.1.3.4  Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (G).owffa j{afr.o) mengukur seberapa besar kemampuan

pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan meningkatkan  keberhasilarmya

yang  telch  dicapai  dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Dengan  diketahuinya
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pertumbuhan    untuk    masing-masing    komponen    sumber    pendapatan    dan

pengeluaran,  dapat  digunakan  mengevaluasi  poteusi-poteusi  nana  yang  perlu

mendapatkan perhatian ¢falim 2007:241 ).

Realisasi Penerimaan PAD xn - xn.I
Rasio Pertumbuhan PAD

Realisasi Penerimaan PAD xn.I

Rasio Pertumbuhan I Pendapatan = Realisasi Pertumbuhan I: Pendapatan xn-xn.1

Realisasi Pertumbuhan Z Pendapatan xn.I

Keterangan:

xn    = tahunyang dihitung.

xn.I  = tahun sebelumnya.

2.2 Kerangka Pikir

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Talun 2004 tentang

Pemerintah  Daerali,  yang  dikenal  dengan  Undang-Undang  Otonomi  Daerah.

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  dan  Undang-Undang  Nomor  17

Tahun 2003  tentang keuangan  negara  seria peraturan-peraturan pelaksanaanya,

khususnya  Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  tahun  2005  tentang  Pengelolaan

Keungan Daerah dan Peraturan Menteri  dalam Negeri Nomor  13  Tahun 2006

tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  maka  Pemerintah  Daerah

berkewajiban  menyusun  laporan  keuangan  dalam  bentuk  Laporan  Realisasi
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Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Di   sanping   it`L   dengan   adanya  laporan   keuangan   Oreraca,   haporan

Realjsasi Anggaran,  Laporan Arus Kas, Dan Catatan Atas Laporan Keuangan)

diharapkan akan tercipta tata pemerintahan yang balk  /good gover7?cr#ce/,yaitu

transparan,  akuntabel dan partisipatif.  Artinya, bahwa melalui laporan keungan,

maka   segala   kebijakan   yang   dibunt   oleh   menejemen   pemerintah   daerah

merupakan informasi yang tersaji  secara transparan sehingga masyarakat dapat

menilai kebijakan serta keberhasilan dan kegagalan yang dibunt oleh pemerintah

daerah. Selanjutnya penulis sajikan dalam skema kerangka pildr sebagai berikut



22

Gambar 2.1

PEMDA BURU SELATAN

LAPORAN REUANGAN PEZ\OA
BURU SELATAV

r\4ASALAII POKOK:

BagaimanaKinejakeuanganpadaPemerintahDaerch
Kabupaten Buru Selatan  periode 2011 sampai 2015

'
RETODE ANALISIS

Analisis Rasio Keuangan
-     Rasio Kemandirian
-     Rasio Efektivitas danEfisieusi
-     Rasio Keserasian
-     Rasio pertunbuhan

KESIITULAN

REKORENDASI
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2.3  Hipotesis

Berdasarkan  latar  belakang  dan  masalch  pokok  di  atas,  maka  penuljs

menetapkan hipotesis penelitian sebagai berikut:

"Diduga  bahwa  Laporan  Keuangan Pemerintah  Daerab  Kabupaten  Bum

Selatan  periode 2011 sampai 2015 belum optimal



BABm

RETODE pENELTrlAN

3.1.   Daerah dan waktu penelitian

Penelitian iri dilakukan pada Pemerintah Daerch Kabupaten Buru Selatan

Adapun  waktu  peneman  yang  direncanakan  pada  penelitian  ini  kurang  lebin

selama 2 bulan. April dan mei

3.2.   Metode pengumpu]an Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berdasarkan metode :

1.   Penelitian ]apangan ovc/d rcscarch)

Yaitu penelitian yang dilakukan langsung di hstansi Pemerintahan Daerah

Kabupaten Buru Selatan dalam hal ini di Kantor Keuangan Derah dengan

menggunakan wawancara dengan pihak terkalt.

a.    Wawancara

Dalam    penelitian    ini    peneliti    menggunakan    wawancara    tidak

berstruktur.  Wawancara peneliti Jakukan untuk melen8kapi  data yang

tidak sempat tercover pada tinjanan kepustakaan dan website sekaligus

untuk melehgkapi data yang dirasakan perlu sebagai bahan banding dari

hasil data pengamatan yang peneliti lakukan. Pedoman wawancara yang

digunakan hanya  berupa  garis-garis  besar    permasalahan  yang  akan

ditanyakan. (Sugiyono 2010 : 140).

b.    Dokumentasi

Teknik pengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip

yang  dapat  memberikan  informasi  terkalt  data  penelitian,  dokumen

24
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yang  dimaltsud  adalah  segala  catatan  baik  berbentuk  catatan  dalam

kertas  (Aarc7cojp!/  maupun  elektrohik  (soj#cap)!J  seperti  buku,  arike],

media massa, Undang-undang, notulen, blog,  halanan web, foto  dan

laimya (Sarosa, 2012: 61).

2.   Tinjauan kepustakaan (/ibrary rtlft?urrc/z).

Yaltu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan,membaca dan

mempelajari literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. hal

ini  dimaksudkan untuk memperoleh  landasan teori tentang pemasalahan

yang akan dibalias.

3.   Mengakees website atau situs-situs

menyediakan informasi yang berkaltan dengan masalah dalam penehtian ini.

3.3.   Jenis dan sumber Data

1.  Jenis Data

a.   Kualitatif yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan Kepala

Keuangan  Daerah  dalam  memberikan  informasi  yang  dibutuhkan

penulis.

b.   Kuantitatif yaltu berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

dan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Pemerintah  Daerah  Kabupaten

Buru  Selatan  tahun anggaran 2011-2015  serta  data  data lain yang

berhubungandenganmasalahpenelitlan,

2.  Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan tulisan atau

dokumen-dokumen   yang   mendukung   pernyataan   infoman   untuk
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memperoleh  data-data  yang relevan  dengan  tujuan  penelitian,  maka

digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a.    Data Primer,  yaltu data yang diperoleh secara langsung dari basil

penelitian  lapangan  (Fr.e/d  jiesearch)  pada     instansi  Pemerintah

Daerah   Kabupaten   Buru   Selatan   yang   berhubungan   dengan

penelitian    berupa    penelitian    lapangan,    tinjauan    kepustakaan,

mengakses website atau situs-situs dan dokumentasi.

b.    Data  Sekunder,  yaitu data yang diperoleh dari  pihalc lain maupun

sumber lain yang berkaltan dengan penehitian.

3.4. Metode Analisis

Metode   analisis   yang   digunakan   dalam   penelitian  ini   adalah  metode

deskriptif    (Descr7Z}/jve    Kwan/jfcrfj.ve),    yaitu    dengan    menetapkan    kousep

perhitungan  Rasio   Keuangan   dalam   pengukuran   kinerja   keuangan,   dengan

menghitung Z2czs'i'o Ke244ngzz« dari realisasi anggaran yang tertuang dalam APBD

dan   Laporan   Realisasi   Anggaran   untulc   tahun   Anggaran   2011-2015   yang

dilakukan dengan cara:

Menghitung Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan,

dengan menggunakan rasio-rasio berikut:

1.    Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Untuk   mengetahui   tingkat   kemandinan   keuangan   daerah   yang   dapat

menceminkan   kemanpuan   pemerintah   daeral   membiayai   sendiri   kectatan

pemerintahan,   pembangunan   dan  pelayanan   kepada   masyarakat  yang  telah
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membayar pajak dan retribusi sebagal sunber pendapatan yang diperlukan daerah.

Dengan dasar perhitungan sebagal berikut:

Pendapatan Asli Daeral
Rasio Kemandirian =

Bantuan Pemerintah Pusatl Provinsi  dan pinjaman

2.    Rasio Efektifitas dan Efisiensi pendapatan Asli Daerah

a.   Rasio Efektifitas

Untulc    mengetahui    tingkat    efektifitas    pemerintah    daerah    dalam

merealisasikan pendapatan asli daerali dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

Realisasi Penerimaan PAD
Rasio Efektifitas =

Target Peneriamaan PAD Yang Ditetapkan
Berdasarkan Poteusi Rim Daerah

b.   Rasio Efisiensi

Untuk  mengetahui   tingkat   efisieusi   kinerja  pemerintah   daerah   dalam

melakukan pemungutan pendapatan. Dengan dasar perhitungan sebagai berikut:

BiayaYangDikelunrkanUntulcMemungutPAD
Rasio Efisieusi =

Penerimaan PAD
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3.    Rasio Aktiritas Qasio Keserasian)

Untuk  mengetahui   apakali  pemerintah  daerah  memprioritaskan  alokasi

dananya  pada  belanja  rutin  dan  belanja  pembangunan  secara  optimal.  Secara

sederhana, rasio keserasian itu dapat difomulasikan sebagai berikut:

TotalBelanjaRutin
Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD

Total APBD

Total Belanj a
Pembangunan

Total AIBD

4.    Rasio pertumbuhan

Rasio periumbuhan ini mengukur seberapa besar tingkat kemampuan Pemda

dalam  mempertahankan  dan menintlratlran keberhasilan  yang telah  dicapainya

dari  periode  ke  periode  berikutnya.  Dengan  diketahuinya  pertumbuhan  untck

masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan

mengevalusipotensi-potensimanayangperlumendapatkanperhatian.

Realisasi Penerimaan PAD xn - xn.I
Rasio Pertumbuhan PAD

Realisasi Penerimaan PAD xn.I

Rasio Pertunbuhan I Pendapatan  = Realisasi Perfumbuhan I Pendapatan xn-xn.I

Realisasi Pertumbuhan I: Pendapatan xn.I

Keterangan:

xn    =tahun yang dihitung

xn.I  = tahun sebelumnya
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3.5    Defenisi operasional

1.   Kineda adalah hasil kelja secara kualitas dan kuantitas yang dicapal oleh

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

j awab yang diberikan kepadanya.

2.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menund asas

otonomi  den tugas  pembantuan  dengan priusip  otonomi  seluas-luasnya

dalam    sistem   dan   prinsip   Negara   Kesatuan   Republik   hdonesia

sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang Dasar Negara Republik

hdonesia Tahun 1945.

3.   Anggaranpendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunn

pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah

daerah  dan  Dewan  Perwaldlan Rakyat  daerah,  dan  ditetapkan  dengan

Peraturan     Daerah.     APBD     disusun     sesuai     dengan     kebutuhan

penyelenggaraanpemerintahandankemampuankeuangandaerah.

4.   Laporan  realisasi  anggaran  adalah  laponn  yang  menyajikan  infomasi

realisasi  pendapatan,  belanja,  transfer,  surplus/defisit,  dan  pembiayaan

yang  masing-masing  diperbandingkan  dengan  anggarannya  dalam  satu

periode.

5.   Keuangan Daerah adalah semun hak dan kewajiban daerah dalani rangka

penyelenggaraan  pemerintahan  daeral  yang  dapat  dinilai  dengan  uang

temasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan

hck dan kewajiban daerch tersebut.



BAB IV

HAslL DAN pEnmAHASAN

4.1  Gambaran Umum Kabupaten Buru Selatan

4.1.1     Sejarah Lahirnya Kabupaten Buru selatan

Perjalanan   sejarali   lahimya   Kabupaten   Buru   Selatan   secara   filosofis

dengan  berbagai  dinamika  di  tengah  peradaban  masyarakat  Indonesia,  Maluku,

Buru  dan  khususnya  Buru  Selatan  selalu  dikenang  dan  texpatri  dalam  sanubari

anak-anak Fuka Bubolo.

Tahapan demi tahapan pebuangan pembentukan Kabupaten Buru Selatan

dimulai sejak Tahun 2003. Salah satu instrument advokasi yang dilakukan me[alui

penyampaian aspirasi dan sikap representative masyarakat Buni Selatan

Provinsi   Maluku,   dan   Gubemur   Maluku   (kala   itu   Kantor   Gubemur 'mas.in_i.
menempati Kantor Telkom di kawasan Talake -Ambon).

Jeritan hati anak Fuka Bupolo berlanjut di Tahun 2004  melalui beberapa

penggagas  yang  kemudian  membentulc  Lembaga  Pengembangan  Buni  Selatan

(LPBS).  LPBS  ditetapkan oleh masyarakat buru selatan yang berada di ibu kota

Provinsi Maluku dan sekitamya pada 4 Agustus 2004 dengan kepengurusan terdiri

dari steering Committee dan Organization Committee.

Pada  bulan   September   2004   hingga   April   2005,   selunh   stakeholder

Pemerintah  Desa  (Kepala  Desa/Dusun,  Toko  Agama,  Toko  Masyarakat,  Toko

Pemuda dan  empat Raja Reheecschaft pada lima kecamatan di Kabupaten Buru

Selatan)   menyampaiakan   rekomendasi   resmi   kepada   LPBS   untuk   disikapi,

ditindaklanj uti,  untuk diperjuangkan ke Pemerintah Kabupaten Buru, Pemerintah

30
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Provinsi hthluku dan selanjutnya ke Pemerintah Pusat yang intinya Buru Selatan

harus menjadi daerah otonom bani di Provinsi Maluku.

selanjutnya, pada bulan Mei 2005 sampai dengan pertengalan tahun 2006,

dckumen rekomendasi basil survey LPBS diteruskan Tim Assistensi Uulversitas

Pattinura  (Unpatti)  Ambon,  Pemerinfah  Provinsi  Maluku  untuk  selanjutnya

melakukan penelitian maupun kajian berdasarkan data dan dokunen pendukung

lainya guna menyinpulkan hasil visibility Study Wilayah Buru Selatan menjadi

Dokumen   ihiah/ckademisi   dan   dipaneliskan/presentasekan   ke   Pemerintah

KabupatenBun.

setelali   itu,   rekomendasi   persetujuan   Bupati   Buru   dan   persetuj.urn

Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buru,  maka  1:erbitlah  persetujunn  rekomendasi

Bupati Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan dan

empat  keputusan  DPRD  Kabupaten  Buru  pada juni  2006,  antara  lain  :  satu,

Keputusan   DPRD   Kabupaten   Buru   Nomor   04   Talim   2006   Persetujuan

Pembentukan  Kabupaten  Buru  Selatan  sebagai  Daerah  Otonom  baru,  kedua,

Keputusan DPRD Kabupaten Buni Nomor 05 Tchun 2006 tentang batas wilayah

Kabupaten Burn Selatan sebagai Daerah Otonom Bani. Ketiga, Keputusan DPRD

Kabupaten Burn nomor 06 Tahun 2006 tentang Ibu Kota Kabupaten Buru Selatan

sebagai  Daerah  Otonom  Barn  Keempat,  Keputusan  DPRD  Kabupaten  Buru

Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pemberian Bantuan dana Kabupaten Bunl kepada

Kabupaten Buru Selatan sebagai Daerah Otonom Baru selama tiga tahun berturut-

turut.
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Periuangan  LPBS   masih  berlanjut   sanpai  juli   tahun  2006,   melalui

persetujuan keputusan DPRD Provinsi Maluku Nomor  10  Tahun 2006 tentang

Pembentukan Kabupaten Burn Selatan dan Persetujunn Rekomendasi  Gubemur

Maluku Nomor  130 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kabupaten Buni Selatan

sebagai Daerah Otonom Baru.

Setelah   seluruh   dokumen   di   tingkat   provinsi   rampung,   berdasarkan

peraturan    pemerintah    yang    berlaku    tentang    persyaratan    pembentukan,

penggabungan dan penghapusan kabupaten/kota, maka semun dokumen visibility

study pembentukan Kabupaten Buru  Selatan  oleh pemerintah Kabupaten Buru

maupun   Pemerintah   Provinsi    Maluku    bersama    LPBS    mengajukan    dan

mengusulkan  kepada Pemerintah Pusat baik melalui  DPR-RI maupun Menteri

Dalam  Negeri  agar  menjadi  pertimbangan  dan  pengkajian  melaul  peraturan

perundang-undanganyangberlaku.

Melalui    kajian    dan   pertimbangan    dokumen   visibility    study    dan

karateristik wilayah, maka siding paripuma DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008

telah disahkan Kabupaten Buru Selatan sebagai otonom baru bersana dengan I 1

kabupaten/kota laimya di Indonesia.

Khusus  untuk  Kabupaten  Buni  Selatan  telah  disahkan  dan  ditetapkan

melalui   Undang-Undang   Nomor   32    Tahun   2008    tenatang   Pembentukan

Kabupaten   BUTu    Selatan.    Secara   resmi   penyelenggaraan   efektifitas    roda

pemerintahan Kabupaten Burp Selatan mulal bedalan pada tanggal 16 September

2008.
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Komposisi penduduk Kabupaten Bum Selatan terdiri dari olang-orang asli

penghuhi Pulau Burn kemudian penduduk yang berasal dari pulau Ambalau dan

penduduk pendatang yang kebanyakan t)erasal dari etnis Jawa, Buton dan Bugis.

Kabupaten Bum Selatan adalah kabupaten yang tergolong muda dan bani

mekar beberapa tahun lalu. Namun Kabupaten Buru Selatan ini memiliki pofeusi

sumber daya alam yang luar biasa melinpah.  Sayangnya, sumber daya alam ini

belum di kelolah §ecara maksimal. Diharapkan ke depan seluruh poteusi sumber

daya  ini  dapat di  kelolch  lebih maksinal  lagi  sehingga  dapat menjadi  sebunh

potensi yang tentunya sangat baik bagi kesejahferaan rakyat di  daerali ini yang

saat ini masih tertinggal dari daerah lainnya di Maluku.

4.1.2  Keadaan Geografis dan Ekonomi Kabupaten Burn se]atan

Kabupaten Buni  Selatan,  Proviusi  Malulni,  secara  geografis  letak  daerah

penelitian sebelah Utara dengan Kabupaten Buru dan Laut Seraln, sebelah Selatan

dengan Laut Banda,  sebelah Barat berbatasan dengan Laut Banda,  den sebelah

Timur  dengan  Kabupaten  Buru  dan  Selat  Manipa.  Secara  astronomis  daerah

penelitian terletak antara 2o30'00" LS hingga 5o50'00" LS dan 125o00'00" BT

hingga  127o00'00"  BT.  Daerah penelitian  mencakup  areal  seluas  5.060,Okm2,

dimana penyebaran terluasnya (93,95% dari luas kabupaten) berada pada Pulau

Buni sedan8kan luasan 6,05%sisanya berada pada Pulau Ainbalau.

Kabupaten   Buru   Selatan,   maka   luas   wilayah   Kabupaten   Buru   telah

berkurang menjadi 7.594,98 Kin? yang terdiri dari luas daratan 5.577,48 Kin2 dan

luas lautan 1.972,5 Km2 serta luas perairan 57,4 Km2 dengan panjang garis pantai

232,18  Klrf.  Sedangkan berdasarkan  letak  astronomi,  Kabupaten Burn berada
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pada titik koordinat : o Bujur Timur :  125070' -127021' BT o Lintang Selatan :

2025' -3055' LS

4.2.  Visi dan Misi Kabupaten Buru Selatan

a.    Visi

Kabupaten Buru Selatan Yang Maju Menuju Masyarakat  Yang Mandin,

Sej ahtera, Demokratis Dan Berkeadilan.

b.   Msi

1.   Peningkatan Kualitas  Sumber Daya Manusia,  Karakter Dan Jati Diri

Masyarakat

2.   Mewujutan Pemerintah yang baik  dan pemerintah yang bersih  feood

Governaince and Clean GovernmentD

3.   Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis, Tentram, Aman dan Tertib

4.   Pehingkatkan Kesejatraan sosial dan penguatan Pembangunan Ekonomi

yangBerkeadilan.

5.   Pengurangan     kesenjangan     antara     wilayah     dan     Pembangunan

Berkelanjutan.

4.3. Strulrfur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan

Organisasi  pemerintah  daerah  mempakan  wadah  pelaksanaan  fungsi-

fungsi pemerintah daerah dan sebagai proses interaksi autara pemerintah dengan

iustitusi daerah laimya dengan masyarakat sebagai pilaf pembangunan daerah.

Stmlrfur kelembagaan dan Tata Ketia di Tingkat Kabupaten Buni selatan

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2015 adalah sebagai berikut:



35

Tabel 4.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Buru Selatan

Tahun chggaran

2011

Tahun chggaran

2012

TchunAnggaran

2013

Tchun Anggaran

2014

Tahun Anggaran

2015

327.907.570.02 340.219.200.707.68 397.752.695.513.93 397.625.569.235.93 11.075.938.022.29

14.258.302.762.

99

27.991.806.869.68 6.965.699.088.93 6.838.572.810.93 499.560.860.329.5

6

Sumber : Data tetap di olch (2017)

Tabel 4.2 Rasio Efektifitas dan Efesiensi

TahunAnggaran Tahun Anggaran TahunAnggaran Tahunchggaran Tahun Anggaran

2011 2012 2013 2014 2015

4.609.696.000.00 1.100.000.000.00 10.658.171.556.00 3.670.200.000.00 90.994.670.503.00

23.787.694.762.99 600.000.000.00 10,629.212.392.00 2.600.000.000.00 77.915.522.089.01

62,19o/o 59,53 % 32,96 % 59.53 % 32,96 %

318.565.567.000.00 5.120.000.000.00 5.000.000.000.00 8.524.402.834.00 6.250.000.000.00

22.197.852.778.00 8.904.928.030.92 5.403.664.443.64 4.774.402.834.00 2.500.000.000.00

2,13 % 2,71 % 2,16 % 2,71 % 2,16 %

Suniber : Data Tetap Di Olah ( 2017 )
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un     chggaran Tahun Anggaran

2012

Tahun Anggaran

2013

TahunAnggaran

2014

Tahun Anggaran

2015

.566.028.003.00 227.483.008.514.00 266.548.932.470.00 300.507.423.349.00 356.763.677.704.00

.901.984573.03 212.038.787.609.00 252.734.230.803.00 272.331.912.060.00 539.913.520.278.00

77,51 % 83,17 % 71,780/o 77,51 %

.667.234.997.00 119.022.168.264.00 166.627.523.037.00 243.322.815.674.00 356.763.677.704.00

999.328.720.00 96.230.164.224.00 133.664.484.622.00 174.106.787.900.00 240.425.101.024.00

22,39o/o 16,73 %

Sunber : Data Tetap Di Olah ( 2017 )

Tabel 4.4 Rasio Pertumbuhan

Anggaran Tahun Anggaran

2012

TahunAnggaran

2013

Tahun Anggaran

2014

Tchun Anggaran

2015

8.000.000.00 1.490.176.000.00 3.395.342.000.00 6.341.952.000.00 11.897.220.000.00

1.268.520.02 2.249.936.502.76 2.582.488.449.29 11.075.938.022.29 12.878.290.354.05

.268.520.02) 21.418.839.483.39 (523.268.520.02) 21.418.839.483,39 21.418.839.483.39

19,02 % 5,00 % 19,02 % 19,02 %

000.000.00 606.496.876.693.37 398.968.406.000.00 507.142.433.669.00 661.091.713.000.00

9.988.270.60 526.763.453.464.39 397.752.695.513.93 499.560.860.329.56 596.807.809.142.01

514.000.00 526.763.453464.39 813.514.000.00 526.763.453.464.39 526.763.453.464.39

15,13 % 15,13 % 15,13 %

566.028.003.00 227.483.008.514.00 266.548.932.470.00 300.507.423.349.00 386.170.989.296.00



901.984.573.03 212.038.717.609.00 252.734.230.803.00 272.331.912.060.00 359.913.520.278.00

4.04.429.97 418.506.141.00 7.664.04.429.97 418.423.506.141.00 418.423.506.141.00

18,60 % 7,52 % 18,60 % 18.60 %

667.234.997.00 119.022.168.264.00 166.627.523.037.00 243.322.815.674.00 356.763.677.704.00

99.328.720.00 96.230.164.224.00 133.664.484.622.00 174.106.787.900.00 240.425.101.024.00

6ri .9o6 2:]7 arj) 120.856.244.770.00 (16.667.906.277.00) 120.856.244.770.00 120.856.244.770.00

17.37 % 20,96 % 17.370/o 17,37 %

Sumber : Data Tetap Di Olah ( 2017 )

4.4. Perhitungan Rasio Keuangan Daerah pada Kabupaten Buru selatan

Pengukuran  kineria  adalah  proses  sistematik  dan  bersinambungan  untuk

menilai keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudhan

visi,  nisi,  dan  strategi  instansi  pemerintahan.  Proses  ini  dimaksudkan  untuk

menilai pencapaian setiap indikator kineija guna memberikan gambaran tentang

keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian tujuan den sasaran.

Dalam mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bum

selatan,  ada beberapa  rasio  yang  dapat  digunalcan.  Untuk lebih jelasnya  akan

dipaparkan dalam pembahasan sebagai berikut:

1.    Rasio Kemandirian Daerah

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampunn

pemerintal daerah membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan  kepada  masyarakat  yang  telah  membayar  pajak  retribusi  sebagal
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sumber pendapatan yang  diperlukan daerah.  Rasio  kemandirian menggambarkan

ketergantungan daerah terhadap sumber data ekstem.

1.    Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2011

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian  =

Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman

327.907.423.570.02

14.258.302.762.99   + 0
-4,19%

2.    Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2012

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian

x  100%

Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman

340.219.200.707.68

27.991.806.869.68  +  0

-    4,33%

3.    Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2013

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian

Pendapatan Transfer Dana + Pinjaman

397.752.695.513.93

6.965.699.088.93  +  0

-3.01%

4.    Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2014

Pendapatan Asli Daerah
Rasio Kemandirian

x  100 %



PendapatanTransferDana+Pinjanan

397.625.569.235.93

6.838.572.810.93 + 0

-4,33%

5.   Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2015

PendapatanAsliDaerah
Rasio Kemandirian
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PendapatanTrausferDana+Pinjaman

11.075.938.022.29

499.560.860.329.56 + 0
-    3.01%

2.  Rasio Efektifitas dan Efisiensi

Menggambarkan  kemampuan  pemerintah  daerah I dalam  merealisasikan

pendapatan  asli  daerah  yang  direncanakan  dibandingkan  dengan  target  yang

ditetapkan    berdasarkan    poteusi    rill    daerah.    Kemampuan    daerah    dalam

menjalankan  tugas  dikategorikan  efektif  apabila  rasio  yang  dicapal  minimal

sebesar  1  (satu)  atau  100%.  Namun demikian  semakin tinggi  rasio  efektifitas,

menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio  efektifitas  Pemerintah  Kabupaten  Burn  Selatan    dapat  dihitung

sebagai berikut:

Realisasi Penerinaan PAD
Rasio Efektifitas

Target Peneriamaan PAD Yang Ditetapkan
B erdasarkan Poteusi Rill Daerah

Untuk   memperoleh   ukuran   yang   lebih   baik,   rasio   efektifitas   perlu

diperbandingkan dengan rasio efisieusi yang dicapai pemerintah. Rasio efisieusi
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menggambarkan  perbandingan  antara  besamya  hiaya  yang  dikeluarkan  untuk

memperoleh  pendapatan  dengan  realisasi   pendapatan  yang  diterina.  Kineq.a

pemerintah  dikatakan  efisien  apabila  rasio  yang  dicapai  kurang  dari   1   atau

dibawah  100  persen.  Semakin  kecil  rasio  efisien  menggambarkan  kemampuan

daerah yang semakin baik.

Rasio   efisieusi  Pemerintah  Kabupaten  Buru  Selatan  dihitung  sebagal

berikut:

BiayaYangDikeluarkanUntukMemungutPAD
Rasio Efisiensi =

Realjsasi Penerimaan PAD

4.609.696.000.00
a)    RasioEfektifitas 2011  =

Rasio Efektifitas 2012

Rasio Efektifitas 2013

Rasio Efektifitas 2014

Rasio Efektifitas 2015

23.787.694.762.99
62,19 %

1.100.000.000.00

600.000.000.00
59'530/o

10.658.171.556.00

10.629.212.392.00
32,96%

3.670.200.000.00

2.600.000.000.00
59,53%

90.994.670.503.00

77.915.522.089.01
32,96%

x 100%

x 100%

xl000/o



41

318.565.567.000.00
b)      RasioEfisiensi2011   =

Rasio Efisieusi 2012

Rasio Efisiensi 2013

Rasio Efisieusi 2014

Rasio Efisieusi 2015

22.197.852.778.00
2,130/o

5.120.000.000.00

8.904.928.030.92
2,71%

5.000.000.000.00

5.403.664.443.64
2,16%

8.524.402.834.00

4.774.402.834.00
2,71%

6.250.000.000.00

x 100%

x 100%

x 100%

x 100%
2.500.000.000.00

-      2,16%

3. Rasio Aktivitas alasio Keserasian)

Rasio      ini      menggambarkan      bagaimana      pemerintahan      daeral

memprioritaskan  alokasi  dananya pada belanja rutin  dan belanja pembangunan

secara optimal.  Semaldn tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja

rutin berarti presentase belanja investasi Qelanja pembangunan) yang digunakan

untuk  menyediakan  sarana  prasarana  ekonomi  masyarakat  cenderung  semaldn

kecil. Rasio ihi dapat difomulasikan sebagal berikut:

Total Belanja Operasi
Rasio Belanja Rutin Terhadap APBD

Total APBD
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Total Belanj a Modal
RasioBelanjaPembangunanterhadapAPBD

1 .  Rasio A]divitas tahun 20 1 1 :

a.   Belanja operasi

b.   Be]anjaModal

2.  Rasio Aktivitas 2012 :

a.   Belanja operasi

b.   BelanjaModal

3.  Rasio Aktivitas 2013 :

a.   Belanja operasi

b.   BelanjaModal

4.  Rasio Alctivitas tahun 2014:

a.   Belanja operasi

Total APBD

212.566.028.003.00

204.901.984.573.03

-  71,78 %

114.667.234.997.00

97.999.328.720.00

=  28,2|o/o

227.483.008.514.00

212.038.717.609.00
-  77,51%

119.022.168.264.00

96.230.164.224.00

-  22,39 %

266.548.932.470.00

252.734.230.803.00

83,17 %
166.627.523.037.00

133.664.484.622.00
-  16,73 %

300.507.423.349.00

272.331.912.060.00
- 71,78 %

xl00%

xl00%

xl00%

xl00%

xl00%

xl00%

xl00%



b.   BelanjaModal

5.  Rasio Aktivitas 2015  :

a.   Belanja operasi

b.   BelanjaModal

243.322.815.674.00

174.106.787.900.00
-  28,21%

356.763.677.704.00

539.913.520.278.00
-  77,51%

356.763.677.704.00
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xl00%

xl00%

xl00%
240.425.101.024.00

-  70,45%
4.    Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (Grow/fe jicrfjo) mengukur seberapa besar kemanpuan

pemerintah  daerah  dalam  mempertahankan  dan  meningkathan  keberhasilarmya

•   yang  telah  dicapal  dari  periode  ke  |]eriode  berikutnya.  Dengan  diketahuinya

pertumbthan    untuk    masing-masing    komponen    sumber    pendapatan    dan

pengeluaran,  dapat  digunakan  mengevaluasi  poteusi-poteusi  mama  yang  perlu

mendapatkan perhatian.

1.  Rasio Pertumbthan 2011  :

1.998.000.000.00-2.521.268.520.02
a.   PAD

b.   Pendapatan

c.   Belanja operasi

d.   BelanjaModal

(523.268.520.02)
5,00 %
850.000.000,00-1.369.988.270.60

813.514.000.00
1,48 %
212.566.028.003.00-204.901.984.573.03

7.664.04.429.97
7,52 %
114.667.234.997.00-97.999.328.720.00

(16.667.906.277.00)
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-20,96 %

2.     Rasiopertumbuban2012 :

a.   PAD

b.   Pendapatan

c.   Belanja operasi

d.   BelanjaModal

3.   Rasio perfumbuhan 2013 :

e.   Pan

f.    Pendapatan

9.   Belanja operasi

h.   BelanjaModal

1.490.176.000.00-2.249.936.502.76

21.418.839.483,39
-19,02%

606.496.876.693,37 -526.763.453.464,39

526.763.453.464,39
15,13 %

227.483.008.514.00-212.038.717.609.00

418.423.506.141,00
18,60 %

119.022.168.264.00-96.230.164.224.00

120.856.244.770,00
-17,37 %

3.395.342.000.00-2.582.488.449.29

(523.268.520.02)
5,00 %

398.968.406.000.00-397.752.695.513.93

813.514.000.00
1,48 %

266.548.932.470.00-252.734.230.803.00

7.664.04.429.97
7,52 %

166.627.523.037.00-133.664.484.622.00

(16.667.906.277.00)
-20,96 %
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4.   Rasio pertumbuhan 2014 :

e.   PAD

f.    Pendapatan

9.   Belanja operasi

h.   BelanjaModal

6.341.952.000.00-11.075.938.022.29

21.418.839.483,39
-19,02%

507.142.433.669.00499.560.860.329.56

526.763.453.464,39
15,13 %

300.507.423.349.00-272.331.912.060.00

418.423.506.141,00
18,600/o

243.322.815.674.00-174.106.787.900.00

120.856.244.770,00
-17,37 %

11.897.220.000.00-12.878.290.354.05
5.   Rasio pertumbuhan 2015 :

i.    PAD

j.    Pendapatan

k.   Belanja operasi

I.    BelanjaModal

21.418.839.483,39
-19,020/o

661.091.713.000.00-596.807.809.142.01

526.763.453.464,39
15.13 %

386.170.989.296.00-359.913.520.278.00

418.423.506.141,00
18,60 %

356.763.677.704.00-240.425.101.024.00

120.856.244.770,00
-17,37
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Tabel.4.6   Mengkapitulasi   Kinerja   Keuangan   Daerah   Kabupaten   Buru

Selatan Pada Tahun 2011 -2015.

Rasio kemandirian Rasio efektivitas Rasio efesiensi Rasio keserasian Rasio pertunbuhan

14.258.302.762.99 23.787.694.762.99 22.197852.778.00 97.999.328.720.00 (16.667.906.277.00)

27.991.806.869.68 600.000.000.00 8.904.928.030.92 96.230.164.224.00 120.856.244.770.00

6.965.699.088.93 10.629.212.392.00 5.403.664.443.64 133.664.484.622.00 7.664.044.429.97

(41.687.805.354.00) 2.600.000.000.00 4.774.402.834.00 174.106.787.900.00 418.423.506.141.00

499.560.860.329.56 77.915.522.089.01 2.500.000.000.00 240.424.101.024.00 21.418.839.483.39

ber : Data Tabel diolah ( 2017 )

Rasio Kemandirian Pemeritali Kabupaten Buru Selatan di hitung sebagai berikut :

Pe].dapatan Asli DaeTah
RasioKeandiritin--

Bo[utuan Pusat  + Pii\¢aman

a.   Rasio Kemandirian

Hasil perhitungan kemandirian keunnga daerah

berdasarkan   tabel   diatas,   Pemerintah  Kabupaten  Buru   Selatan   Tin8kat

kemandirianya  mengalamipeningkatan  hal   ini  bisa  di   lihat  dari   adanya

peningkatan Rasio  kemandirian  di  tahun  2011  4,19  %  dan  di  tahun  2012

menjadi meningkat 4,33 % dan tahun 2013 mengalami penurunan 3,01 % di

tahun 2014 menjadi 4,33 % dan di tahun 2015 menjadi 4,33 %. Dimana tejadi

peningkatan  emandirian daerah yang selanjutnya mengalami penurunan tahun

2013 -2015
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Rasio Efektifitas dan Efesiensi Pemerintas Kabupaten Bum Selatan di hitung

sebagai berikut :

b.   Rasio Efektifitas  dan Efesiensi

Rasio  ini menggambarkan kemampuan pemerintas daerah dalan perealisasi

pendapatan asli daerahyang direncanalra  dibandingkan dengan target yang di

tetapakan berdasarkan potensi nil  daerah

Realisasi Penerimaai. PAL)
Rlasio Eifektifittas =

Target PAD Yo[ng Ditctapkan sesuai Potensi Daera].

Pemda  di  katakan  mampumenjalankan  tugasnya  bila  rasio  yang  di  capai

minimal sebesar  1  atau  100  persen.  Tetapi semakin tinggr Rasio Efehifflas

berarti  kemampunn  daerah  semakin  baik.  Guna  memperolch  ukuran  yang

lebih baik, Rasio ini perlu di danpingi oleh Rasio Efesieusi.

Berdasaran tabel diatas nampck bahwa teq.adi peningkatan Rasio Efektifitas

dari Tahun 2011  menjadi peninkatan 62,19  %  dan di tahun 2012 menurun

hingga 59,53 °/o hingga di tahun 2013 bahkan lebi menunm  hingga 32,96 °/o

dan di tahu 2014 menjadi 59,53 % sedangan di tahun 2015 menurun hingga

32,96   °/o   diman  terjadi  peninkatan     Efektifitas   keunngan  daerah  yang

selanjutnya mengalami penunman pada tahun 2013 dan 2015.

c.   Rasio Efesieusi

d.   Rasio Efesieusi menggambaran perbandingan antara besamya biaya yang di

kelunrkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di

terimch.



RasioEif;esiensl--
Bivya Mermngut PAD
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Redisasi Peneriaan PAD

Rasio Efesiensi mengalami penunman dari tahun 2011  2,13  % dan di tahun

2012 menjadi 2,71 % dari tahun 2013 menjadi penurunan 2, 16 % dan di tchun

2014 menjadi peningkatap 2,71 % dan di tahun 2015 menjadi penurunan 2,16

%.

e.   Rasio Keserasiaan

Rasio    Keaserasiaan   merupakan    rasio    yang   mendeskripsikan   aktivitas

pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dana pada blanja rutin dan

blanja pembangunan secara optimal.

a.) Rasio Belanja rutinatau oprasi

b.) Rasio Belanja modal

Belanj a Rutin/oprasi

Total APBD

Be[anja Modal

Total APBD

Rasio Keserasiaan nampak bahwa sebarian besar dana yang di miliki oleh

pemerintah kabupaten buru selatan masi di gunakan utuk kebutuhan belanja oprasi

walaupuntedadipenurunandarifahun2011,20113dantahun2015.

f.    Rasio pertunbuhan

Rasio   pertumbuhan   mengukur   pertumbuhan   kemampuan   daerah   dalam

mempertahankan  dan meningkatan eberhasilan yang telal  di  capal  selama

beberapa  periode.  Jika pertumbuhan utuk  masin-masing komponen  sumber

pendapatan dan pengeluaran suda di ketahul, maka dapat di gunakan untuk

menilai poteusi man yang di peroleh memdapat perhatian.
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PAD tl- PAD to
Rasio Pertumbuhan

I,AD to

Berdasarkan Rasio pertumbuhan dapat di ketahul bchwa padatahun 2011 PAD

Pemerintah  daerah  kabupaten  buru  selatan  mengalami  pertumbuhab  cukup

rendah yakni sebesar 5,00 %dan tahun 2012 menjadi 19,02% dan di tahun 2013

menjadi  5,00  %  dan  di tahun 2014 lebih meningkat  19,02  %  sedangkan di

tahun 2015 menjadi 19,02 % di nana tedadi peringkatan Rasio pert`mbuhan

yang selanjuthya mengalami penurunan pada tahun 2011dan 2012.
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RESIMPUIAN DAN SARAN

5.1.Kesimpu]an

Berdasarkan  basil  pene]itian  yang telah  dibahas  pada bab  sebelumnya,

maka dapat disimpulkan baliwa :

1.   Kemandirian  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buni   Selatan  dalam

memenuhi    kebutuhan    dana    untuk    penyelenggaraan   tugas-tugas

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial kepada masyarakat

masih sangat rendah dan bahkan mengalami naik tunm dari tahun ke

tahun, yaltu dari 4,19 % pada tahun 2011  menjadi 4,33% pada tahun

2012  dan   3,01% pada tahun 2013.  Pada tahun 2014 menjadi 3,50°/o

pada   tahun   2015    menjadi   4,45%   Dimana   terjadi   pehingkatan

kemandirian  daerch  yang  selanjutnya  mengalami  penurunan  pada

tahun 2012.

2.   Kineria    Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Burn    Selatan    dalam

merealiasasikan pendapatan asli daerahnya tergolong tidak efektif dan

tergolong  efisien,  yakni  pada  tahun 2011  memilffi  rasio  efektifitas

62,19% dan rasio efisieusi 2,13%  kemudian pada tahun 2012 memilild

rasio  efektifitas  sebesar  59,53%  dan  rasio  efisien 2,71%,  dan  pada

tahim  2013  memilild  rasio  efektifitas  32,96%  rasio  efisien  sebesar

2,16%.  pada  Tahun  2014  memilild  rasio  efeldifitas  38,73%  rasio

efesien sebesar  3,  27% pada tahun 2015    memiliki rasio  efektifitas

3,800/a rasio efesien  sebesar 2, 50%

50
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3.   Sebagian besar  yang    diniliki  Pemerintah  Daerah Kabupaten  Burn

Selatan  masih   diprioritaskan  untuk  menoukupi  kebutuhan  be]anja

operasi  daripada  belanja  modal.  Namun  pelaksanaan  pembangunan

masih kurang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

Selatan terlihat dari rasio belanja modal dari tahun ke tahun menunm..

4.   Pertumbuhan  APBD  Pemerintah  Daerah  Kabupaten  Buru  Selatan

tahun    anggaran    2011-2015    menunjuklran    bahwa    pertumbuhan

pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal menunjukkan

pertumbuhan yang negatif.  Sedanckan pada pertumbuhan pendapatan

dan   pertumbuhan   belanja   operasi   mengalami   pertumbuhan   yang

positif.

5.   Kineda keuangan pemerintali daerali Kabupaten Buru Selatan selama

periode penelitian (tahun 2011 sampai tahun 2015) kurang baik karena

hampir semua perhitungan rasio mengalami penurunan kinerja.

5.2. Saran

Berdasarkan basil penelitian dari pembahasan tersebut, maka hal-hal yang

dapat disarankan adalah sebagai berikut:

1.   Pemerintah  Daerah   Kabupaten  Buru   Selatan   dapat  menggunakan

analisis  rasio   keuangan  untuk  melakukan  penilaian  dan  evaluasi

kineq.a untuk kepentingan manaj emen birokrasi pemerintah serta untuk

menambal kualitas sistem informasi keuangan daerah.

2.   Lebih mengoptimalkan sumber-sumber pendapafan asli  daerah yang

ada maupun yang belum diolah agar dapat meningkatkan pendapatan
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asli  daerall  sehingga  ketergantungan  terhadap  sumber  daya  ekstem

dapat diminimaljsir

3.    Pemerintah       Daerah       Kabupaten       Buru       Selatan       sebaiknya

memprioritaskan lagi  pengalokasian dana yang dimiliki  untuk belanja

modal  sehingga  semakin  bertambahnya  sarana  dan  prasarana  yang

diharapkanakan mampu memngkatkan kesej ahteraan masyarakatnya.

4.   Pemerintah    Daerah    Kabupaten    Buru    Selatan    diharapkan    dapat

meningkatkan    kemampunn    semua    pihak    yang    terlibat    dalam

penyusunan laporan keuangan, balk itu dengan memberikan bimt)ingap

teknis dan pelatinan mengenai pengelolann keunngan daerah.

5.   Dengan   begitu   diharapkan   penyusunan   laporan   keuangan '<-.-.
. P?" .

bebalan   dengan   lancar   dan   tepat   walrfu   sehingga   memudahkan

penyusunan  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  untuk  tahun

anggaran berikutnya serta dapat menjadi  informasi  yang relevan bagi

pemakainnya
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Tat!el 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan

Tahun Anggaran 2011

Uralan Anggaran

Perubahan

Realisasi LebihAIurang

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah 1.998.000.000'00 2.521.268.520,02 (523.268.520,02)

PendapatanpajakDaerah 500.000.000,00 138.684.778,00 (361.315.222,00)

PajakpengambilanBahan

Galian Golongan c 500.000-000,00 138.684.778,00 (361.315.222,00)

Pajck Lain lain Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah 648.000.000,00 1.012.595.471,42 (364.595.471,42)

Retribusi Jasa Umun 648.000.000,00 1.012.595.471,42 (364.595.471,42)

Pendapatan Hasil Pengelolaan

Kekayan Daerah Yang

Dipisahkan

Lain-lainPendapatanAsli

Daerah Yang Sch 850.000.000,00 1.369.988.270,60 (519.988.270,60)

Jasa Giro 850.000.000,00 556.474.270,60 293.525.729,40

Lain-lainPendapatan

Asli Daerah

813.514.000,00

DANA PERREANGAN 318.565.567.000,00 319.625.821.174,00 1.060.254.174,00

Dana Bagi Hasil Pajakreagi

Hasil Bukan Pajak 19.038.258.280,00 22.197.852.778,00 3.109.594.498,00



DanaBagiELilPajak .13.663.258.280,00 15.872.359.890,00 2.209.101.610,00

Bagi Hasil Pajak Bumf Dan

Bangunan 13.063.258.280,00 15.322.922.670,00 2.209.101.610,00

Bagi Hasil Dari Bea Perolehan

Atas Tanah Dan Bangunan

Bagi Hasil Dari Pajak Pengasilan

Q'Ph)Pasal21 600.000.000,00 549.437.220,00 (50.562.780,00)
Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan

BangunanBagianpemerintah

Pusat

Bagi Hasil Dari Pajak Bumi Dan

Bangunan Bagian Pemerintah

Provinsi

Bagian Hasil Dari PBB

PertanbanganMigas

Bagian Hasil Dari PBB

Pertambangan

Dana Bukan Hasil Pajak

(Sunber Daya Alam) 5.425.000.000,00 6.325.492.888,00 900.492.888,00

Bach Hasil dari luran hak

pengusahaan Hutang

Bagi Hasil Dari Provinsi Sumber

Daya Hutang 2.300,000.000,00 2,982,688.343,00 682.688.343,00

Bagi Hasil Dari Dane Reboisasi 3,000.000.000,00 3,187.359.586,00 187.359.586,00

Bagi Hasil Dari Pungutan

PengusaliaanPerikanan 125.000.000,00 155.444.959,00 30.444.959,00

Bagi Hasil Dari Peltambangaan

rmyak dan gas Buni



Batl Hasil Darn Provinsi Sumber

Daya Hutang 2.300.000.000,00 2.982.688.343,00 682.688.343,00

DanaAlokasiUmum(DAU) 222.107.000.000,00 221.884.331.000,00 (222.939.000,00)
Dana Alokasi Umun 222.107.000.000,00 221.884.331.000,00 (222.939.000,00)

Tranferpemerintahpusat-

Lairmya 30.595.338.720,00 30.334.278.720,00 (261.060.000.00)

Dana I'enyesuaian 30.595.338.720,00 30.334.278.720,00 (261.060.000.00)

DanaPenyesuaian 30.595.338.720,00 30.334.278.720,00 (261.060.000.00)

Dana Otonomi rmusus

Dana Otonomi Khusus

Transfer Pemerintah Provinsi 3.000.000.000,00 983.934.956,00 (2.016.065.044,00)

Pendapatan Bagi Hasil Pajck 3.000.000.000,00 983.934.956,00 (2.016.065.044,00)

Dana Bari Hasil  Pajak dari

Provinsi 3.000.000.000,00 983.934.956,00 (2.016.065.044,00)

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nana

Kendaraan Bemotor 1.200.000.000,00 981.234.956,00 (218.765.044,00)

Bad Hasil Dari Pajalc Bahan

Bakar Kendaraan Bermotor 1.500.000.000,00 (1.500.000.000,00)

BactHasilDaripajakKendaraan

BemotorAlatBerat 300.000.000,00 2.700.000,00 (297.300.000,00)

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya

Dana Alokasi rmusus  ( DAK ) 43.774.700.000,00 44.225.423.720,00 450.723.720,00

Dana Alokasi Khusus 43.774.700.000,00 44.225.423.720,00 450.723.720,00



Dana Alokasi Khusus 43.774.700.000,00 44.225.423.720,00 450.723.720,00

LAIN -LAIN  PENI)APATAN

DAERAH YANG SAH 7.750.000.000,00 5.760.333.876,00 (1.989.666.124,00)

Pendapatan Hibah 7.750.000.000,00 5.760.333.876,00 (1.989.666.124,00)

PendapatanHibahDari

Pemerintah

Pemerintah Pusat

PendapatanHibahDari

Pemerintah Daerah Lainnya 7.750.000.000,00 5.760.333.876,00 (1.989.666.124,00)

Pemerintah Proviusi hhaluku 7.000.000.000,00 5.000.000.000,00 (2.000.000.000,00)

PemerintahKabupatenBuru 750.000.000,00 760.333.876,00 10.333.876,00

Bantuan Hibah Untulc Pilkada

-Dari Kabupaten Indck

-Dari Provinsi Maluku

Pendapatan Dana Darurat

TumAH PENDAPATAN 328.313.567.000,00 327.907.423.570,02 (406.143.429,98)



Uraian Anggaran

Perubahan

Realisasi LebihAIurang

BELANJA

BELANJA OPRASI 212.566.028.003,00 204.901.984.573,03 7.664.043.429,97

Balanj a Pegawai 97.037.679.129,00 97.494.307.903,03 456.628.774,03

Belanj a Barang 88.516.148.874,00 81.058.528.800,00 (7.457.620.074,00)

BelanjaBunga

Belanj a Subsidi 2.950.000.000,00 2.502.002.870,00 (447.997.130,00)

BelanjaHibah 7.700.000.000,00 7.800.000.000,00 100.000.000,00

Belanj a Bantuan S osial 6.620.000.000,00 6.284.945.000,00 (335.055.000,00)

Belanj a Bantuan Keuangan 9.742.200.000,00 9.762.200.000,00 20.000-000,00

BELANJA MODAL 114.667.234.997,00 97.999.328.720,00 (16.667.906.277,00)

Blanj a Tanal 4.151.660.000,00 1.767.000.000,00 (2.384.660.000,00)

BlanjaperalatanDanMesin 24.881.920.720,00 27.168.002.400,00 2.286.081.680,00

Blanj a Gedung Dan Bangunan 26.918.521.026,00 20.358.069.160,00 (6.560.451.866,00)

Blanja Jalan, Irigasi Dan

Jaringan 49.173.589.491,00 44.309.155.160,00 (4.864.434.331,00)

Blanja Aset Tetap Lainnya 200.000.000,00 (200.000.000,00)

Blanja Aset Lainnya 9.341.543.760,00 4.397.102.000,00 (4.944.441.760,00)

BELANJA TIDAK ThREUGA 5.850.000.000,00 5.978.111.514,00 128.111.514,00

Belanj.a Tidak Terduga 5.850.000.000,00 5.978.111.514,00 128.Ill.514,00

IumAH BEI,ANIA 333.083.263.000,00 308.879.424.807,03 (24.203.838.192,97)



TRA]unR

TRANFER BAGI HAslL Im

DESA

Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasi Retribusi

Bagi Basil Pendapatan

Lainnya

SURPLUS ( DIFISIT ) (4.769.696.000,00) 19.OZ7.998.76Z,00 14.258.302.762,99

PEMBIYAAN DAERAH

5.619.696.000,00 5.609.696.000,00 10.000.000,00

Penggunaan Sisa Lebih

Perhitungan Anggaran ( Silpa

) Taliun Anggaran Yang Lalu

5.609.696.000,00 5.609.696.000,00

Pencaruian Dana Cadangan

Hasil Penjua]an Kehayaan

Daerah Yang Di Pisahkan

Penerimaan Pinj amaan

Daerah

Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah 10.000.000,00 10.000.000,00

Penerinaan Piutang Daerah

Jumlah 5.619.696.000,00 5.609.696.000,00



Uraian Anggaran

Perubchan

Realisasi LebihAIurang

PENGELUAEN 850.000.000,00 850.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal  ( hvenstasi )

Pemerintal Daeral

250.000.000,00 250.000.000,00

PembayaranPokokUtang

PemberianPinjamanDaerch 600.000.000'00 600.000.000,00

PEMBERIAN NEITO 4.769.696.000,00 4.769.696.000,00 10.000.000,00

Sisal Lebin Piutang Anggaran

(SILPA)

23.787.694.762,99

PENGELUARAN 850.000.000,00 850.000.000,00

Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal  ( invenstasi )

Pemerintch Daeral

250.000.000,00 250.000.000,00

PembayaranPokokUtang

Pemberian Pinjanan Daerah 600.000.000,00 600.000.000,00

pEr`cERIAN NETTO 4.769.696.000,00 4.769.696.000,00 10.000.000,00

Sisah Lebih Piutang Anggaran

(SILPA) z3.]8n.Si)4.]c/2.,go

ber: Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2011



Tabel  2  Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Buru  selatan

Tahun Anggaran 2012

U clan Anggaran2012 Realisasi 2012

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah 1.490.176.000.00 2.249.936.502.76 150.96

PendapatanPajakDaerah 300.000.000.00 609.009.652.00 203.06

Pendapatan Ritribusi Daerab 225.000.000.00 249.144.425.00 110.74

Pendapatan         Hasil          Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

40.176.000.00 40.176.957.00 100.05

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang

Sah

925.000.000.00 1.351.605.468.76 146.19

Transfer         Penermaan

Perimbangan

Pusat/ 317.218.225.512.00 319.662.116.549.00

Dana Bagi Hasil Pajak 16.680.592.512.00 17.533.936.414.00 105.19

Dana Bagi lfasil Bultan Pajak (Sumber

Daya Alam)

6.375.000.000.00 7.965547.135.00
-  124.59

Dana Alokasi Umum 259.458.763.000.00 259.458.763.000.00 100.09

Dana Alokasi ELusus 34.703.870.000.00 34.703.870.000.00 100.09

Trnasfer Pemerintah Pusat - Lainnya 6.366.618.000.00 6.338.118.000.00

Dana Otonomi Khusus

DanaPenyesuniaan 6.366.618.000.00 6.338.118.000.00 99.534

Transfer Pemerintah Provinsi •   2.619.276.000.00 3.064.101.620.00



PendapatanBagiHasilPajak 2.619.276.000.00 3.064.101.620.00 116.58

PendapatanBagiHasilLainnya

Lain-lain  Pendapatan  Daerah  Yang

Sah

S.210.000.000.00 8.904.928.030.92

PendapatanHibah 5.000.000.000.00 5.000.000.000.00 100.86

PendapatanDanaDarurat

PendapatanLaimya 210.000.000.00 3.904.928.030.92 1.859.52

Jum]ah 332.904.295.512.00 340.219.200.702.68

227.483.008.514.00 212.038.717.609.00

Belanja Operasi

Belanjapegawai 123.747.641.573.00 117.765.822.202.00 95.851

BelanjaBarang 88.213.322.941.00 79.693.801.407.00 90.095

BelanjaBunga

Belanj a Subsidi

BelanjaHibah 265.000.000.00 100.000.000.00 37.539

BelanjaBantunsosial 5.114.844.000.00 4.368.044.000.00 85.295

BelanjaBantuanKeuangan 10.142.200.000.00 10.111.050.000.00 99.026

Uralan Anggaran2012 Realisasi 2012

Belanja Modal 119.022.168.264.00 96.230.164.224.00 80.853

Belanj a Tanch 6.154.020.000.00 6.110.681.000.00 99.361

BelanjaPeralatanDanadanMesin 28.058.571.281.00 34.393.925.232.00 86.943

Belanja Gedung dan Bangunan 36.858.627.483.00 25.496.568.832.00 69.127

Belanja Jalan, Irigasi dan Jatngan 44.689.087.000.00 37.129.504.160.00 83.087

Belanja Aset Tetap Lalnnya 603.862.500.00 582.800.000.00 96.534

Belanja Aset Laimya 2.658.000.000.00 2.516.685.000.00 94.685



Belanja Tidak Terduga 4.086.813.496.00 3.958.512.000.00 96.059

Belanj a Tidak Terduga 4.086.813.496.00 3.958.512.000.00 96.059

Jum[ah 350.591.990.274.00 312.227.393.833.00

Transfer

Transfer Bagi Hasil Ke I)esa

Bati ELil Pajak

Bagi ELil Retribusi

Bagi Hasil Pendapatan Lalnnya

Suplus / ( Derisit ) 27.991.806869.68 (158.28)

Pembiayaan

Penerimaan Daerah 23.787.694.762.00 22.151.304.487.90 93.685

Penggunaan    sisa    lebih    perhitungan

anggaran  ( SILPA )

23.787.694.762.00 22.098.482.487.90 92.742

Pencarjan dana cadangan

Hasil penjunlan kekayaan   daeral yang

dipisalikan

PenerinaanpinjamanDaeral

Penerimaan        Kembali        Pemberian

PinjamanDaerch

52.822.000.00

PenerimaanPiutangDaeral

Jumlah 23.787.694.762.00 22.151.304.487.90

Pengeluaran Daerah 1.100.000.000.00 600.000.000.00

Pembentuan dana cadangan



Penyertaan           modal           (investasi)

pemerintch daerch

1.100.000.000.00 600.000.000.00 54.095

Pembayaranpokokutang

Pemberian pinj anon daerah

1.100.000.000.00 600.000.000.00

Pembiayaan Netto 22.687.694.762.00 21.551.304.487.90 97.387

Sisa lebih pembiyaan anggaran ( SILPA

)

5.000.000.000.00 49.543.111.357.58 99.289

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2012



Tabel 3 Ringkasan Laporan Rcalisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan

Tahun Anggaran 2013

Anggaran2013 Retribusi 2013

Pendapatan

Pendapatan asli daerah 3.395.342.000.00 2.582.488.449.29 76.06

Pendapatanpajakdaerah 600.000.000.00 618.060.710.00 103.01

Pendapatan retribusi daerah 269.800.000.00 308.481.625.00 114.34

Pendapatan      hasilpengelolaan

kekayaan     daeral     yang     di

pisahkan

4.2.1.a.3 90.176.000.00 69.866.975.00

Lain-lain       pendapatan       asli

daerahyangsah

4.2.1.a.4 2.435.366.000.00 I.586.079.139.29

Transfer    pemerinta    pusat/

perimbangan

4.2.1.b 380.275.071.000.00 378.942.398.809.00

Dana bagi basil pajak 17.080.592.000.00 17.500.197.230.00 102.46

Dana  bagi  hasil  bukan  pajak

(sunber daya alan)

7.375.000.000,00 5.622.722.579.00

Dana alokasi rmun 294.019.779.000.00 294.019.779.000.00 100.00

Dana alokasi khusus 61.799.700.000.00 61.799.700.000.00 100.00

Transfer   pemerintah    pusat

lainnya

4.2.1.c 7.468.717.000.00 7.643.317.000.00 102.34

Dana otonomi khusus

Dana penyesunian 7.468.717.000.00 7.643.317.000.00 102.34

Trnsfer pemerintah provinsi 4.2.1.d 2.829.276.000.00 3.180.826.812.00 112.43

Pendapatan bagi hasil pajck 2.829.276.000.00 3.180.826.812.00 112.43



Pendapatan bagi hasil lainnya

Lain-lain  pendapatan  daerah

yang sah

4.2.1.e 5.000.000.000.00 S.403.664.443.64

Pendapatanhibali 5.000.000.000.00 5.000.000.000.00 100.00

Pendapatan dana daurat

Pendapatan lainnya 403.664.443.64

Jum]ah pendapatan 398.968.406.000.00 397.752.695.513.93

Belanja operasi 4.2.2.a 266.548.932.470.00 252.734.230.803.00

Belanjapegawai 140.041.200.581.00 137.157.694.913.00

Belanjabarang 106.948.131.889.00 96.809.254.890.00

Belanjabunga

Belanja subsidi

Belanjahibah 4.636.400.000.00 4.313.141.000.00

Belanja bantunn sosial 4.376.740.000.00 10.077.400.000.00

Belanjabantunkeungan 10.402.200.000.00 10.077.400.000.00 96.88

Be]anja model 4.2.2.b 166.627.523.037.00 133.664.484.622.00

Belanj a tanah 4.995.913.000.00 4.902.100.000.00

Belanja peralatan dan mesin 29.492.686.291.00 26.846.865.270.00

Belanj.a gedung dan bangunan 58.999.186.096.00 44.478.607.605.00 75.39

Belanja    jalan,     irigasi     dan

jariangan

70.395.052.650.00 55.223.405.947.00

Belanja aset tetap lainnya 221.685.000.00 210.550.000.00

Belanja aset lairmya 2.523.000.000.00 2.002.955.800.00



Belanja Tidak Tei.duga 4,676.889.937.00 4,388.281.000,00

Belanjatidckterduga 4,676,889,937.00 4.388.281.000.00

Jum]ah belanja 437.853.345.444.00 390.786.996.425.00

Transfer

Trnsfer Bagi Hasil Ke Desa

Bath basil pajak

Bagi hasil restribusi

Bagi hasil pendapatan lainnya

Suplus/ ( Defisit ) 6.96S.699.088.93 '17.91)

Pembiayaan

Penerimaan daerah 4.2.4.a 49.543.111.000.00 48.965.699.088.93

Penggunaan         sisa         lebih

perhitungan anggaran (SPA)

49.543.111.000.00 48.965.699.088.93

Pencarian dane cadangan

Hasil      penjualan      kekayaan

daerah yang di pjsahkan

Penerimaan pinjaman daerah

Penerimann                    kembali

pemberian  pinjaman daerah

6.533.000.00

Penerimaan pintang daerah

Jumlah Penerimaan

Pembiayaan

49sO.111.000.00 48.808.337.495.08

Penge]uaran Daerah 4.2.4.b 10.658.171.556.00 10.629.212.392.08

Pembentuan dana cadangan



Penyertaan   modal   (investasi)

pemerintah daerah

3.600.000.000.00 3.500.000.000.00

Pembayaran pokok utang 6.458.171.556.00 6.529.212.392.00 101.10

Pemberian pinj anan daeral 600.000.000.00 600.000.000.00 100.00

Jumlflh Pengeluaran

Pembiayaan

10.658.171.S56.00 10.629.212.392.00

Pen biayaan Netto 4.2.4.c 38.884.939.444.00 38.179.125.103.08

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (Silpa)

45.144.824.192.01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2013



Tabel 4 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Buru selatan

Tahun Anggaran 2014

Urdan Anggaran 2014 Realisasi 2014 Realisasi 2014

Pendapatan  Asli

I)fler''I|

4.2.1.a 6.341.9S2.000.00 11.075.938.022.29 174.65 2.455.362.171.29

Pendapatan  pajck

daerch

4.2,1.a,1 893.000.000.00 1,707.818.583,00 191.25 618,060.710.00

Pendapntrm

rehibusi daerch

4,2.1.b.2 416,165,000,00 386.200.361.00 308481.625.00

Pendapatan   hasil

pengelolaan

kckayan   daerch

yang dipisaran

4.2.1.c.3 410.421.000.00 410.421.819.00 100.00 69.866.975.00

Lain-lain

pendapatan      asli

daerch yang sch

4.2.1.d.4 4.622.366.000.00 8.571.497.259.29 185.44 1.458.952.861.29

Transfer
Pemerintah

Pusatl          Dana

Perimbangqan

4.2.1.b 469.184.354.035.00 467.218.168.688.00 378.942.398.809.00

Dana   bagi   hasil

pajck

9.163.530.699.00 10.404.662.062.00 113.54 17.500.197.230.00

Daiia   bngi   basil

bukan            paj ck

(Sunber        dnya
alrm)

17.162.560.665,00 13.955,243,955.00 5.622.722.579.00

Dana          alokasi

umum

360.928.032.671.00 360.928.032.671.00 100.00 294.019.779.000.00

Dana           alokasi 81.930.230.000.00 81.930.230.000.00 loo.00 61.799.700.000.00



Transfer
Pemerinfah Pust

Lainya

4.2.1.c 17.506.740.000.00 13.333.139.000.00 7.643.317.000.00

Dana|]enyesualan 17.506.740.000.00 13.333.139.000.00 7.643.317.000.00

Transfer

Pemerintah

Provinsi

5.5.84.984.800.00 3.1S9.211.785.27 3.180.826.812.00

Pendapatan    bad

ha§il pajck

4.094.217.800.00 2.712.332.859.00 3.180.826.812.00

Pendapatan    bagi

hasil lainnya

I.490.767.000.00 446.878.926.27

Lain-lain

Pendapatan

Daerali Yang

Sat

8.524.402.834.00 4.774.402.834.00 5.403.664.443.64

Pendapatanhibch 6.170.000.000.00 300.000.000.00 5.000.000.000.00

Pendapatan   dana

darurat

Pendapatan

lainnya

1.774.402.834.00 1.774.402.834.00 100.00 403.664.443.64

Jum]ah

Pendapatan

S07.142.433.669.00 499.560.860.329.56 397.625.569.235.93

Belanja

Be]anja Operasi 4.2.2.a 300.507.423.349.00 272.331.912.060.00 252.734.230.803.00

Belanjapegawai 154.183.718.724.00 140.081.068.927.00 137.157.694.913.00

Belanjabarang 115.767.479.791.00 104.134.405.133.00 96.809.254.890.00



Bolanjabunga

Bolanja subsidi 186.880.000.00 186.880,000.00

Belanjahibch 8.222.950.000.00 7.576.823.000.00 4.313.141.000.00

Belanja     banfuan

sosial

9.744.194.834.00 8.225.485.000,00 4.376.740.000,00

Belanjakeuangan 12.402.200.000.00 12.127.250.000.00 10.077.400.000.00

Belanja Modal 4.2.2.b 243.322.81S.674.00 174.106.787.900.00 133.664.484.622.00

Belanjatanal 9.165.578.162.00 9.003.378.162.00 4.902.loo.000.00

Belanja  peralatan

dan lnesin

21.955.180.471.00 17.203.696.944.00 26.846.865.270.00

Belanja      gedung

danbangunan

99.653.801.632.00 66.858.149.973.00 44.478.607.60500

Belanj a        j alan,

irigasi               dan

jaringan

104.888.798.562.00 74.864.887.901.00 55.223.405.947.00

Belanja aset tetap

lainnya

5.868.530.987.00 5.557.118.400.00 210.550.000.00

Belanja            aset

lairmya

1.790.925.860.00 619.556.520.00 2.002.955.800.000

Behnja      Tidak

Terduga

4.2.2.c

Belanja        Tidck

Terduga

5.000.000.0000.00 4.916.328.500.00 4.388.281.000.00

Jumlch Belanj a 548.830.239.023.00 451.355.028.460.00 390.786.996.42S00

Tranfer Bagi

E[asil Ke desa

Bagi hasil pajak

Barihasil



Bagi basil

pendapatan

]ainnya

Suplus/ ( Defisit ) 48.205.831.869.56 '115.6S' 6.838.572.810.93

Pembinysan

Penerimaan

Daerah

45.358.00S.3S4.00 45.358.005.354.00 48.808.337.495.08

Penggunaan  sisa

le

Bi piton
anggaran ( Silpa )

45.358.005.354.00 45.358.005.354.00 100.00 48.801.784.495.08

Pencarian dana

cadangan

Hasil penjualan

kekayaan  daerah

yang dipisahkan

Penerimaan

pinjaman daerch

Penerimaan

kembali

|]emberian

pinjanan daerah

6.553.000.00

Penerinaan

piutang daerch

Junlal
penerimaan

pembiayaan

45.358.005.354.00 45.358.005.3S4.00 100.00 48.808.337.495.08



Uraian chggaran  2014 Realisasi 2014 Realisasi 2014

engeluaran Daerch 4.2.4.b 3.670.200.000.00 2.600.000.000.00 10.629.212.392.00

ombentukan dane cndangan

enyerfuan modal ( Invenstasi

p¢meriutch daerch

3.000.000.000.00 2.000,000.000,00 3.500,000.000.00

embayaranpokokutang 6.529.212.392.00

emberianpinjaniandaerch 670.200.000.00 600.000.000.00 600.000.000.00

Jumlch Pengeluamn

Pembiayaan

3.670.200.000.00 2.600.000.000.00 10.629.212.392.00

Pembiayaan Netto 4.2.4.c 41.687.805.354.00 42.7S8.00S.354.00 102.57 38.179.125.103.08

SisaLebihPembiayaan

Anggaran ( SnpA )

90.963.837.223.56 45.017.697.914.01

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2014



Tabel  5  Ringkasan  Laporan  Realisasi  Anggaran  Kabupaten  Buru  selatan

Tahun Anggaran 2015

Uraian Anggaran2015 Realisasi 2015 Realisasi 2015

Pendapatan

Pendapatan       Asli

Daerah

4.2.1.a 11.897.220.000.00 12.878.290.354.05 108.25 11.075.938.022.29

Pendapatan       pajak

daerch

4.2.1.al 1.646.484.300.00 1.301.998.930.00 1.707.818.583.00

Pendapatan  retribusi

daerah

4.2.1.a2 520.800.000.00 314.168.462.00 386.200.361.00

Pendapatan         hasil

pengelolaan

kekayaan

4.2.1.a3 410.421.819.00

Daerah               yang

dipisahan

Lain-lain pendapatan

asli daerah yang sah

4.2.1.a4 9.729.935.700.00 11.262.122.962.05 115.75 8.571.497.259.29

Transfel.

Pemerintah   Pusat/

Dana

Perimbangqan

4.2.1.b 600.746.079.000.00 536.142.858.589.00 89.2S 467.218.168.688.00

Dana      bast      basil

pajak

9.889.156.250.00 10.813.749.100.00 109.35 10.404.662.062.00

Dana      bagi      basil

bul{an pajck (Sunber

daya alam)

19.282.548.750.00 15.112.818.489.00 13.955.243.955.00

Dana alokasi unun 381.666.874.000.00 381.666.874.000.00 100.00 360.928.032.671.00



Dana alokasi khusus 189.907.500.000.00 128.549.417.000.00 81.930.230.000.00

Transfel.

Pemerintah I'ust

Lainya

4.2.1.c 37.035.882.000.00 36.997.369000.00 99.90 13.333.139.000.00

Dana             otonomi

khusus

Dana penyesualan 37.035.882,000.00 36,997.369000.00 13,333.139.000.00

Transfer

Pemerintah

Provinsi

5.162.532.000.00 8.289.291.198.00 3.159.211.785.27

Pendapatan         bast

hasil pajck

5.162.532.000.00 8.289.291.198.00 160.57 2.712.332.859.00

Pendapatan         bagi

hasil lairmya

446.878.926.27

Lain-lain

Pendapata n Daerah

Yang Sah

4.2.1.e 6.250.000.000.00 2.500.000.000.00 4.774.402.834.00

Pendapatanhibah 3.750.000.000.00 3.000.000.000.00

Pendapatan        dana

daurat

Pendapatan lairmya 2.500.000.000.00 2.500.000,000.00 100.00 1.774.402834.00

Jumlah

Pendapatan

661.091.713.000.00 596.807.809.142.01 499.560.860.329.56



Belanja Operasi 4.2.2.a 386.170.989.296.00 359.913.520.578.00 93.20 272.331.912.060.00

Belanjapegawai 146.609.795.000.00 137.073.422.848.00 140.081.068.927.00

Belanj a barang 171.152.417.296.00 162.055.929.311.00 104.134.405.133.00

Belanjabunga

Belanj a subsidi 747.520.000.00 742.000.000.00
-99.26

186.880.000.00

Belanj a hibah 26.677.500.000.00 25.545.625.000.00 7.576.823.000.00

Belanja       barfuan

sosial

4.855.248.000.00 4.167.457.612.00 8.225.485.000.00

Belanjakeuangan 36.128.509.000.00 30.329.085.507.00 12.127.250.000.00

Belanja Modal 356.763.677.704.00 240.42§.101.024.00 174.106.787.900.00

Be]anjatanah 6.594.524.702.00 6.445.808,000.00 8,992.128.162,00

Belanja     |]eral8tan

dan mesin

36.276.808.802.04 33.406.670.632.00 18.998.738.944.00

Belanja gedung dan

bangunan

76.768.938.729.96 54.050.420.645.00 66.869.399.373.00

Belanj a           j alan,

irigasi dan j aringan

228.613.484.601.00 139.212.046.742.00 74.864.887.901.00

Belanja   aset   tetap

lairmya

8.509.921.589.00 7.310.155.005.00 3.792.076.400.00

Belanja              aset

laimya

589.556.520.00

Belanja        Tidak

Terduga

S.000.000.000.00 6.548.336.254.00 130.97 4.916.328.500.00

Belanj a           Tidak

Terduga

5.000.000.000.00 6.548.336.254.00 130.97 4.916.328.500.00

Jum]ah Belanja 747.934.667.000.00 606.886.957.556.00 451.355.028.460.00



Tranfer Bagi

Hasil Ke desa

Bagi hasil pajak

Bach hasil

restribusi

Bast hasil

pendapatan lainnya

Suplus/ ( Defrsit ) 48.205.831.869.56

Anggaran2015 Realisasi 2015 Realisasi 2015

Pembiayaan

Penerjmaan  Daerah 4.2.4.a 90.963.837.000.00 90.994.670.503.00 100.03 45.358.005.354.00

Penggunan  sisa le

Bi piton anggaran (

Silpa)

90.963.837.000.00 90.963.837.000.00 100.00 45.358.005.354.00

Pencarian dana

cadangan

Hasil penjualan

kekayaan  daerth yang

dipisth
Penerimaan pinj amen

daerah

Penerimaan kembali

pemberianpinjanan
daerah

30.883.503.00

Penerimaan piutang



Jum]ah penerjmann

pembiayaan

90.963.837.000.00 90.994.670.503.00 100.03 45.358.005.354.00

Pengeluaran Daerah 4.2.4.b 4.120.883.000.00 3.000.000.000.00 2.600.000.000.00

Pembetukan            dana

cadangan

Pembentukan          dana

cadangan      Penyertaan

modal             anvestasi)

pemerintah daerah

3.600.000.000.00 3.000.000.000.00 2.000.000.000.00

Pembayaran         pokok

utang

520.883.000.00

Pemberian       pinjaman

daerah

.600.000.000.00

Ju m]ah Penge]u8rl]n

Pemblayafln

4uto".000.00 3.000.000.000.00 2.600.000.000.00

Pembiayaan Netto 4.2.4.c 86.842.954.000.00 87.994.670.503.00 101.33 42.758.005.354.00

Sisa Lebili

Pembiayaan

Aanggaran ( SELPA )

77.915.522.089.01 90.963.837.223.56

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran  Tahun Anggaran 2015
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REKOMENDASI  PENELITIAN
NOMOR  :  o74/1 1/BKBppM/m2oi7

1.  Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Republik   !ndonesi.a   Nomor   .   7   Tahun   2014
tentang   perubahan  alas   Peraturan   Surat  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   :   64
Tchun 2011  tenlang Pedc)men Penerbitan  Rekomendasi Penelitlan:

2   Peraturan   Menten   Dalam   Negeri   Nomor      20   Tahun   2011   tentang   Pedoman
Penelitian  dan   Pengembangan   dilingkungan   Kementenan   Dalam   Negen   dan
Pemerintah  Daerah:

3   Surat   Menteri   Dalam   Negcri   Nomor   '   SD6/2/12   tanggal   5  iuli   1972   tentang
Kegiatan  Riset  dan  Survei  diwajibkan  melaporkan  din  kepada  Gubernur  Kepala
Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Menimbang     -            Surat   Dekan   Fakultas   Ekonomi   Universitas   Bosowa   Makassar   Nomor   :   A-
093/FE/UNIBOS/1/2017  tanggal  20  Januari  2017  penhal  lzjn  dan  Permohonan
Pengambilan Data Penelitian

Nama
Stanbuk
Fakultas
Prodi Studi
Untuk

MEMBERITAHUKAN  BAHWA  :
:  ROSMINA SATURu
4513013074

;  Ekonomi

:  Akuntansi
•  1 ) Melakukan  Penelitian,  dalam  rangka penyusunan Skripsi  yang ber]udul  .
"Evaluasl Kinerja Keuangan Daerah Flacla Dines Kouangan Kabupaton Buru S®Iaton

2) Lokasi                                       :  BPKAD Kab   Buru se`atan
3) Waktu/Lama Penelitian     :  31  Januari s/d 31  Februari 2017
4) Anggota
5)  Status  penelitian                   :  Baru

S®hubungan  dengan  maksud  diatas,  make  dalam  pelaksanaarmya  agar  memperhatikan  hal-tial  sebag,
lx3rikut :

a.  Melaporkan kepada instansi terkalt  untult  mendapatkari  petunjuk yang diperlukan
b.  Mentaati semua ketentuan/peraturan yang berlaku
c.  Surat -Lzin  ini  hanya berlaku  bagi  kegiatan penelitian

d.  tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi penelitian
e.  Mempethatikan koamanan dan ketertiban umum selama  pelaksanaan kegiatan ber]angsung
f.   Memperfuatikan dan Tnemaat t>udaya dan adat is`leda` setompat

9.  Menyampalkan   1   (satu)  Eke  basil  penelitian  kepada  Bup8tl   Buru  Selatan  Cq   Kaban  Kesbangpol  de
Llnmas K8bupeton Buru Selatan`

A.  Surat  izin  ini  berlaku  sampai  dengan    31   Februarl  2017  serta  dicabut  apabila  terdapat  penyimpangal

pelanggaran dari ketentuan tersebut
Demikian  rekomendasi ini  dibuat untuk dipergunakan sepehunya

Namrole.  31  Januari 2017
An.  BUPATI  BURU  SELATAN

`}Plt. KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
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